pc I

CONTAINER TERMINAL

SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI PT IPC TERMINAL PETIKEMAS

NOMOR : HK.586 /320 /12 /3 /IPCTPK - 20
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

TENTANG

PEMBERLAKUAN SURAT KEPUTUSAN DIRCKSI
PT PELABUHAN INDONESIA Il (PERSERO) NOMOR
HK.01/8/6 A/ADP/UT/PLII-2020 TANGGAL 8 JUNI 2020
TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN PT PELABUHAN INDONES!A Il (PERSERO)
DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN PT IPC TERMINAL PETIKEMAS

JAKARTA

2020
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Mengingat

SURAT REPUTUSAN DIREKSI
PT IPC TERMIMAL PETIKEMAS
NOMOR : HK.566 / 30 /12 / 3 / IPCTPK -20

TENTANG

PEMBERLAKUAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI| PT PELABUHAN INDCHNESIA I
{PERSERQ) NOMOR HK.0V/8/6/1/ADP/UT/PLII-2020 TANGGAL 8 JUNI 2020
TENTAMG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUMGAN
PT FELABUHAN INDONESIA Il (PERSERO)

DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Dl LINGKUNGAN PT IPC TERMINAL PETIKEMAS

Dz

. D3

~

CIREKE PT IPC TERMINAL PETIKEMAS

Bahwa PT Pelabuhan Indonesia [l (Persers) setaky permeganag saham
PT IPC Terminal Petikemas dalam Rapatl Umum Pemegang Saham
(RUPS) tanggal 13 Jull 2020 telah memutuskan PT IPC Terminal
Fetikemas untuk memberiakukan Surat Keputusan Oireksi PT
Pelabuhan Indonesia | (Persera) Nomor HE.O/B/E/1/ADF/UT/FLII-
2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan
Jasa oif Lingkunaan FT Pelabuhan ndonegsia || (Persero) secara
mutatis mutandis seria melakukan baberapa penyesuaian yang
diperlukan ;

Bahwa sesuai dengan amanat pemegang saham sebagaimanz
tersebut huruf b elatas, maka Dlreks| PT IPC Terminal Petikemas peru
untuk meratifikasi Surat kKeputusan Direksi PT Pelabuhan indonesia |l
{Percero) Mormor HE.O/RSASADPAIT/RL-2020 tanggal 8 Jund
2020 tertanyg Pedornan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan
FT Pelabubhan Indeonesia |l {Persero} dalam bentuk Surat Keputusan
Direksi PT IPC Terminal Petlkemas sebagai podoman  dalam
pelaksanaan pengacaan barang dan jasa i lingkungan PT 1PC
Terminal Patikernas, dengan melakukan beberapa penyetuafan yang
diperiukan terhadap Surat Keputusan Direksi FT Pelabuhan Indonesia
[l (Perserod Nomor HKL.OV/S/EN/ADPAUT/PLI-2020 tanggal 2 Juni
2020 tentany Pedaman Pengadaan Barang dan Jasz di Lingkungan
FT Pelabuhan Indonesia 11 (Persare).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Badan Usaba Milik
Megara;

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang FPersaroan Terbatas;

Surat Keputusan Direkst PT Pelabuhan indonesia 1l (Perserg) Momor
HK.01/8/6/1/ADPAUT/PLI-2020 tanggal & Juni 2020 tentang
FPaecloman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan
Indonesia Il (Persero);

Akta Pendirian PT IPC Terminal Petikemas nomor 25 tanggal 10 Jull
2013 vang dibuat oleh Mur Muhammead Dpo MNusantara Pua Upa,
Motaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republlk indonesia berdasarkan
Kaputusan nomor AHU-4084LAHO.0ITahun 2013 tanggal 28 Juli
2013, vang anggaran dasarnya teleh beberapa kali dilakukan
perubahan, terakhir diubah dengan Akia Rapat Umum Pemegang
Saham nomaor 220 tanggal 25 Agustus 2020 vang dibuat dihadapan
Rr. Erni Yuli Handayani, 5.H., dan telah diterima dan ¢icatat dalam



Slstern Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Rl
namar AHU-AH.01.03-0364069 tanggal 25 Agustus 2020 perlhal
penerimaan pemberitahuan perupahan data perseroan.

Memperhatikan : 1 Keputusan Rapat Umum Pemeogana Saham {RUPSY PT [PC Terminal
Petikemas tanggal 13 Juli 2020,

2. Surat Keputusan Direksi PT IPC Terminal Petikernas nomor
HK.566/4/12/1/[PCTPK-1T tanggal 4 Desermber 2017 tentang Pedoman
Pangadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT IPC Termipal
Patikemas;

A, Surat Keputusan Direksi PT IPC Terminal Pelikemas nomor
HK.566/1/3/2/IPCTPK=19 tanggal 1 Maret 2019 tentang Perubahan atas
Surat Kepubusan Cireksi PT [IPC Terminal Pelikernas nomor
HK.566/4/12/IPCTPK-1T tanggal 4 Desamber 2017 tentang Pedorman
Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan BT IPC Terminal
Fatikernas;

4, Surat Dewan Komizans PT IPC Terminal Petikernas Momor
RKDVIOKI/DKSIPCTRK-20 tanggal 30 Desamber 2020 perihal
Tanggapan Dewan Komisaris terhadap Parmohenan Direksi terkalt
Fengadsan Barang dan Jasa Bersifat substansial

MEMUTUSEAMN -

Menetapkan © KEPUTUSAN DIREKS!I PT IPC TERMIMAL PETIKEMAS TENTANG
PEMBERLAKUAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT PELABUHAN
INDOMESIA, || (PERSERCY NOMOR HK.01/8/6V/ADP/UT/PLII-
20020 TANGGAL 3 JUNI 2020 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN
BARAMG DAN JASA DI LINGKUNGAN PT PELABLHAHN
INCOMNESEA, || {(PERSERD) DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN
BARAMG DAN JASA D LINGKIIMGAN FPT IFC TERMINAL
PETIKEMASL

Pacal 1

Membkeriakuksn Surat kKeputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia || {Perserc) Nomeor
HK.0/8/6 A/ADPAUT /PLI-2020 tanggal 8 Juni 2020 tentana Pedoman Penoadaan Barang dan
Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Inconesia il {Persero} dalam pelaksanaan pengadaan barang
cdan jasa di limakungan PT IPC Terminal Petikernas sebagaimana tercantum dalam lampiran |
Surat [eputusan Dreksi inl dengan paryesualan yang diperiukan.

Pasal 2

(I» Penyesuzian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Keputusan ini adalah
sebagaimana Lampiran |1 Surat Keputusan imi,

(2)  Dalam hal penyebutan PT Pelabuhan Indonesia |1 {Persere) sebagai Perusahaan, maka
pada anak perusahaan dibaca sebagal FT IPC Terminal Petikemas.

(3) Dalarn hal penvebutan Kantor Cabang pada PT Pelabuhan Indonesia || (Perserod, maks
pada anek perusahaan dibaga sebapal Kantor Ares,

{4y Dalarm hal penyebutan General Manager pada Kantar Cabang PT Belabuhan Indonesia ||
iCersero), maka pada anhak perusahaan dibaca sebagal Manadger Area,

Pasal 3

Proses Pemilihan Penyedla yang diselanggarakan sebelum berlakunya Surat Keputusan Diraks|
ini, tetap berpedoman pada Surat Keputusan Diraksi PT IPC Terminal Petikemaszs momor

D2 | D3 | D4
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HK.5GE/4/12/1/(PCTPK-17 tanggal 4 Desember 2017 dan Surat Keputusan Direksi PT IPC Terminal
Patikernas nomor HK.S566/1/3/2/IPCTPK-19 tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan berakhirnya
kontrak Pengadaan Barang dan Jasa.

4

{2)

Pasal 4

Dangan ditetapkannye Surat Keputusan Direksi ini yang memberlakukan Surat Keputusan
Direksi PT Pelabuban Indonesia It (Persero) nomear HK.O/B/6/1/ADP/UT/PLI-2020
tanggal 8 Juni 2020 tentany Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT
Pelabuhan Indonesia Il (Perserc) sehagai pedeman peiaksanaan pengadaan barang dan
jasa di lingkunhgan FT IPC Terminal Petikemas, maka Surat Keputusan Direksi PT IRC
Terminal Patikemas nomor HK.566/4/12/1/IPCTPK-17 tanggal 4 Desember 2017 dan Surat
Keputusan Direksl PT IFC Terminal Petikemas nomor HK.566//2/2/IPCTPK-19 tanggal 1
Maret 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan yang rmengatur
petunjuk teknis sebagaimana lampiran | Surat Keputusan Direksl PT IPC Terminal
Petikemas nomor HKS66/4/12/1/IPCTPK-17 tanggal 4 Desember 2017 dan Surat

Keputusen Direksi PT IPC Terminal Petikemas nomor HK.566/1/3/2/IPCTPK-19 tanggal 1
Maret 20153,

Petunjulc  teknis sebagaimana dimaksud pada avat (i) berlaku sepanjang tidak
sertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 2 Surat Keputusan ini hingga ditetapkanhya

Petunjuk teknis Pangzadaan Barang dan jasa sebagaimana dimaksug dalam Surat
Kepulusan Direksi ini.

Paczal &

Surat Kaputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya,

Ditetapkandi : JAKARTA
Pada Tanggal : 34 Temmbar 2030

DIREKSL PT IPC TERMINAL PETIKEMAS
DIREKTUR UTAMA,
PELAKSANA HARIAN

IRWAN FAVORIET

Tembusan Yth.:

1.

2.,
3.
4,

Dewan Lomisaris PT IPC Terminal Petikemas;

DRireksi PT IPC Terminal Petikermnas;

Fara Senior Manager, Kepala Biro, Kepala Audit, dan Sekretaris Perusahaan;
Fara Manager area di lingkungan PT IPC Terminal Petikemas.
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Lampiran i . Surat Keputusan Direksi PT IPC Terminal Palikamas

Momar HK.S86/3C12/ 5/1PCTPE-20
Tarnggal : 30 Detembar 2020

PEMBERLAKUAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
NGMOR HK.OVE/6//ADP/UT/PLI-2020 TANGGAL 8 JUNI 2020
TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUMNGAN
PT PELABUHAN INDONESIA If {PERSERO) DALAM PELAKSAMAAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PT IPC TERMINAL PETIKEMAS

1. Pasal1{Definisl) :

80. Unit adalah Divisi pada Kantor Pusat atau Kantor Cabang di lingkungan
Perusahaan.

2. Pasel 3 (Ruang Lingkup) :

{3 Fedoman ini berlaku untuk sermua pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
vang dilakukan cleh Perusahaan yvang pembiavaannya berasal dari anggaran
Ferusahaan, termasuk yang dananya barsumbear dari dana Perusahaan unituk
pelaksanzan kewajiban pslavanan umum (public service obligatiom)/penugasan
Pemerintah.

3. Pasal 6§ (Panyelznggara dan Pengguna) ;

{n Tugas Unit Penyetanggara Kantor Cabang sebagairmana dimakeud pada ayat (4)

capat dilaksanakan setelah Unit Penyelenggara Pengadaan Kantor Cahang
terbentulk.

4, Pazal 10 (Wewenang Pemilihan Penvedia, Penetapan dan Penandatanganan
Kontrak)

(1 Wewenang pengajuan Pemilihan Penyedia:
a. Pada kantor Fusat:

1. Untuk pengadzan atau Pemilihan Penyedia dengan nilai sampai dengan
Rpt.o00.000.000,- (satu miliar rupiah) digjukan oleh Kepala Unit
Fangouna kepada Hepala Unlt Penyalenggara:

2. Uik pengadaan atau Pemilihan Penvedia dengan nilai di  atas
Ep1.00Q.000.000,- {satu millar rupiah) digiukan olsh Direkiur Pengguns
kepada Direkiur Penyelanggara.

k. Pada Kantor Cabang:

1. Uniuk Pangadaan Barang dengan nidai diatas Hp250.000.000,- (dua ratus
lima pulok juta rupiab), Pekeraan Koentrokel, Jasa Kensultansi dan Jass
Lainnya diajukan olkeh Kepala Unit Pengguna Kantor Cabang kepada
Kepala Unlt Pengguna terkait di Kantor Pusat untuk mendapat
persetujuan;

2. Untuk pengadaan atau Pemillhan Panyvedia sebagaimana angka 1. huruf b,
avat {1} diajukan oleh Kepala Unit Pengguna terkait di Kanter Fusat atau
Direktur Pengguna kepada Kepala Unit Penyelenggara Kantor Pusat atau
Direktur Penyelenggara.

(Z) Wewenang pelaksanaan Pamilihan Penyedia :

d. Dalam hal Unit Panyelenggara Fangadaan Kantor Cabang belum terbentul,
maka wewenang pelaksanaan Pemilihan Penyedia dilaksanzkan olah Unit
Penyelenggara Kantor Pusat kecuali untuk Pengadaan Barang dengan nilai
sampal dengan Rp250.000.000.- {dua ratus linna pulub Juta rupiah)
merupekan wewanang Kepala Unit PFengguna.

{3) Weawenang Penstapan Pemenang atau Pelaksana Pekerjaan:

&, Untuk penetapan pelaksana peakarjaan atau pemenang dengan nilai sampai
dengan RplOGOOOR000- (satu miliar ruplah), merupakan waweanang
Penyelengoara kecuali untuk Pengadaan Barang sampai dengan nilai
Rp250.000.000,- {dua ratus lima puluh juta);

O
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(7)

b. Urtuk penetapan pelaksana pekerjaan atau pemenang dergan nilai diatas
Pr1.O00.000.000,- (sate miliar rupfal) sampal dengan Rp10.000.000,000 -
(sepulth miliar rupiah), merupakan wewenang Penyalenggara setelah
randapat persetujuan dari Direktur Penvelenggars;

c. Untuk pehetapan pelaksana pekerlaan atau pamenang dengan nilai diatas
Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) merupakan wewsnang Direktur
Penyelenggara.

Wewenang Penancatanganan Surat Pesanan, Surat Perintab Kerja (SPK) dan
ZBurat Perjanjian:
a. Pada Kantor Pusat dan Kantor Cabang:

1. Surat Pesanan untuk Pengadaan Barang atau Surat Perintah Kerja (SPIC)
untuk Pekerjaan Koenstruksi, Jasa Konsultansl dan Jasa Lainnys, dengan
nilai sampai dangan Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
ditandatzngani olah Kepala Unit Pangguna;

Surat Perintah Keria (SPK) untuk Pengaclaan Barang, Pekerjaan
Konstruksi, Jasa Konsultansi can Jasa Lainnya dengan nilai diatas
Rp2530.000.000,- ¢dua ratus lima puluh juta rugiah) sampai cdengan
Bpb00.000.000,~ {ima ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Kepala
Unit Pengguna:

3. Surat Perjanjian untuk Pengadzan Barang, Pokerjaan Konstruksl, Jasa
Konsultansi dan Jasa Lainnya dengan nilal of atas RpS00.000.000,- (lima
rakus juta rupiah) sampai dengan Rpl.000.000,000,- ¢satu miliar rupiah)
ditandatangani olah Kepala Unit Pengguna;

4. Surat Perjanjian untuk Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa
Konsultansi dan Jasa Lalnnya dengan nitai di atas Rpl.000.000,000,-
(satu miliar rupiah) sampai dengan Rpl10.000.000.000,- {sepulub miliar
ruplah) ditandatangani oleh:
a3 Direktur Penagung; atau
) Direktur lain setelah mendapat kuasas dar Direktur Utama (apabila

Direktur Pengguna berhalangan).

5 Sural Perjanjian cdengan nilal di atas Rt 000.000.000 - (sepulub miliar
rupkah) ditandatangani oleh;
a) DBirektur Utarma; atau
B} Direktur Pengguna atau Direktur lain setalah mendapat kuasa dari
Direktur Utama (apabila Direktur Utama berhalangan).

Dalam hel Direktur Penyelenggara sebagai Pengguna, maka pengajuan

permohonan Pemilihan Penyedia dllakukan olah Direktur Pengguna kepada:

a} Direktur Komersial dan Pengembangan Risnis; atau

b} Dirextur Cperasi dan Teknilk, apabila Direktur Komersial dan Pengembangan
Bishis berhalangan; atau

c) Direktur Keuangan <dan SOM, apabila Direktur Operasi dan  Teknik
berbalangan.

Proses Pemillbhan Penyedia sebagaimana dimaksud avat (5) dilaksanakan alaly
Penyelenggara setelah mendapat perintah dari Direktur sebagaimana huruf a,
) dan &) ayat {53.

2

5. Fasal 15 {(Penunjukan Langsung) :

()

- D3

D4

Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat

dilakukan apabila memenvhi minimal =alah satu darl persyaratan sebagal

berikut:

L. Pangadaan Barang dengan nilai di atas Rp250.000.000,- {dua ratus lim=a
pUluhl juta repiah) sampai dengan Rpl.000.0000.000.- (satu miliar rupiah)



dan Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultans| dan Jasa Lainnyza dengarn nilal
sampai dengan Bp1.000,000,000,.- (satu miliar rupiah).

6. Pasal T7 (Batasan Nilai Metode Pemilihan Penyedia) ;
Batasan nilai untuk proses Pemilihban Penyvedia ditentukan sebagai berilkut:

2.

Pangadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasse Kensuitansi dan Jasa Lainnys
ciatas Rp10.000,000.000,~ (sepuluh milizr rupiah) dilaksanakan dengan metode
Tender/Selaksi Umum;

Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Wonsultansi dan Jasa Lainnya
diatas”  Rp1.O00.000.000,-  (satu rmiliar  ruplah) sahnpal dengan
FR10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dilaksanakan dengan metode Tender
Terbatas/Saleksi Tarbatas;

Pekerjaan Kanstruksi, Jasa Konsultans dan Jasa Lainnya dengan nilai sampai

Re1.G00,000.000,- (satu milliar rupiah) dilakukan dengan metode Panunjukan
Langsung;

Pengadaan Barana dengan nilai di atas Rp250.000.800.- (dua ratus lima puluh
juts rupiah) sampal dengarn RpLO0C.000 000, - {satumiliar rupiah? dilakukan
dangan metode Panunjukan Lanasung;

Pengadaan Barang, Pelcorjaan Konestruksi, Jasa Konsultansl dan Jasa Lainnya
dialas Pp1.002000.000 - (satumiliar rupiah} sampai dengan nikai tidak terbatas
dilakukan dengan metade Perunjuban Langsung;

Pengadaan Barang dengan nilal samaal dengan Rp2s0.000.000 - {dug ratus
Irma pulub juks rupiah) dilakukan dengan matode Pengadaan Langsung;

Orang persaorangan  dan/atau indivicual  expert  campal dengan
Rp2O00.000.000 .- (iga ratus Juta rupiah) dilakukan dengan metode Penunjukan
Langsuna.

7. Pasal 20 (Jenic dan Bentuk Kontrak) :
(7) Dalam hal permohonan perubaban kontrak (Addondorm) disjukan melowati

batas wakiu sebagaimana ditentukan pada ayat (8) huruf ¢, maka parubahan

Kontrak (Addandurm) dapat dilakukan sebagai barikut:

a Untuk Addendum dengan nilai kontak awal sampai dengan
Rpl.000 000,000~ (satu mikar rupmah) dilakukan berdasarkan kesepakatan
antara Kepals Unit Pergauna, Kepala Unit Penyelenggara dan Kepala Unit
Audl yang dituangkan delam Berita Acara Kesepakatan,

. uniuk Addendurn dengan nilal kontak awal diatas Rpl.000.000,.000,- {satu
rmiliar rupiah) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Direktur Penoguna

dan Direktur Penyelenggara yang oituangkan dalam Berita Acara
Kesepakztan Direksi (BAKD).

(83 Penyelengagara harus meminta kantuan unit yang bertangoungjawab di bidang

hukurn untuk melakukan reviu draft Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa serta
takumen lain yvang terkait dengan Kontrak;

{IONDalam rangka meperima hasil Pekerjiaan Konstruksi atau pekerjaan vang bersifat

C2

:;1)2

kompleks dan beresiko tinggi dan/fatau bernilal diatas Rp25.000.600 000 -
[dua pulut lima miliar rupiah} dari Penyedia, maka Direktur Pengguna dapat
membentuk Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (FPHP) dengan keanggotaan dari
unsur internal Perusahaan dan/atau lembaga independen (konsultan atau pihak
lain yarg ditunjulk).



8. Fasal 27 (Pengadaan Barang dan Jasa Jangka Panjang) :

(32

(6)

Direktur Pengguha atau Direktur Warna rnewakili Direksi untuk malakukan
penyasuaian harga terbentu (prfee adivstment) sebagaimana dimaksud pada
ayak {4);

Fekerjaan yang akan dllakukan dengan perlarjian jangka parjang vang lskil dari
1 {satu) tahun Rarus mendapat persetujuan Direktur Pengguna ataun Direlktur
Utarna dan sesuai dengan ketertuan Anggaran Dasar Perusahaan.

9. Pasal 28 {Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and
Bufit) -

(4>

Pongacdaan Pekerjaan Konstruksi Tarintegrasi Rancang dan Bangun {Deslgn and
Buiith ditetapkan oleh Direktur Pengguna atau Cirelctur Uama.

10, Pasal 32 (Ketentuan lain-laim} .

(&)

Direksi Perusahaan melaporkan kepada Dewan Komisaris Ferusahaan mengenai
prosas dan hasil Pengadaan Barang dan Jasa yang bersifat substansial (belak
rutin} dengan kriteria sebagai barikut :

a Pengedaan Barang dan Jasa yang terkait dengan penugasan Pemerintah
kepada PT Pelabuban Indonesia || {Persera) yang secara bersama-sama
dengan anak perusahaannya untuk melaksanaltan Proyek Strategls Nasional
(PSMY;

b. Pengsdaan Barang dan Jasa untuk kepentingan peningkatan pelayanan
aperasionzl vang berdampak langsung secara signifikan kepacda perusahaan
wang menggunakan  anggaran  Investasi  dengan nllal dl atas
Rp2%.000 000,000~ (dua pululh lima miliar rupiah).

{137 Dalarm  hal ferientw PT |IPC  Termina! Petikemas dapat memints

kantuan/pendampingan untuk proses Pemilinan Penyedia kepada Kantar Pusat
FT Pelabuhan Indonesla || (Persero),

N. Pasal 33 {Ketentuan Peralihan) :

(0

(6>

(7>

D2

D3

":?;?E

Froses Pemilhan Penyedla yang diselenggarakan sebelum bearlakunya Surat
KepLtusan Direlsi ini, tetap berpedoman pacla Surat Keputusan Direksi PT IPC
Termina! Petlkemas nomor HES86/412/1PCTRIK-17 tanggal 4 Desember 2017
cgan Surat Kepuatusan Direksi PT  IPC Terminal Pelikemas nomor
HIKLBE6/1/3/2/IPCTPK-19 tanagal 1 Maret 2019 sampai dengan barakhlmya Surat
Petianjian, Surst Perintah Kerja (SPK), atay Surat Pesanan;

Dengan berlakunya Surat Keputusan Direksi ini, maka Surat Keputusan Direbosi
PT IFC Terminal Petikernas nomor HIKC.S86/412 0/ IPCTPIK-17 tang gal 4 Desember
2017 tertang Fedoman Pencadaan Barana dan Jasa di Lingkungan FT IPC
Terminal Petikemas dan Surat Keputusan Direksi PT IPC Terminal Patikernas
heror HIK S6E/1/3/2/IPCTPK-19 tanggal 1 Maret 2019 dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku, kecuali terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan ayat {1}, (2¥ dan {3} Pazal ini;

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Sisten E-Taender dilaksanakan
setelah sistem dinyatakan go-five yang dituangkan dalam berita acara.



12. Pasal 34 {(Ketentuan Penubup) :

{(Z¥Dalam hal petunjuk teknis sebagaimeana dimaksed pada ayat 1), belum
ditetapkan sampal dengan batas waktu sebagalmana dimaksud pada ayat (3,
maka patunjuk teknis sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT IPC
Terminal Petikernas nomor HK.586/412/IPCTPK-1T tanggal 4 Desember 2017
dlan HK.566/1/3/2/IPCTPK-19 tanggal 1 Maret 2019, tetap berlaku sepanjang tidak
bertentang dengan Surat Keputusan Direksi ind.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL 10 fegesibor 2b20

DIREKE] FT IPC TERMINAL PETIKEMAS
DIREKTLUR UTAMA
PELAKSANA HARIAN

Ll eksi © o IEC ﬁm.

By 4'C Term'l'nlal Petiki
IRWAN FAVORIET

Tembusan Yih..

1. Dewan Komisaris PT 1PC Terminal Petikemas;

2. Direkel PT IPC Terminal Petikemas:

3. Para Senior Manager, Kepala Biro, Kepala Audil, dan Sekretaris Ferusahaart,
4. Para Manager area di lInglungan PT IPC Terminal Patikemas.
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SURAT KEPUTUSAN DIREKS| PT PELABUHAN INDOMNESIA || (PERSERD)
NOMOR :

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA D| LINGKUNGAN
PT PELABUHAMN INDONESIA Il (PFERSERO)

DIREKSI FT PELABUHAN INDOMNESIA || {FERSERQ)

a. Bahwa tatacara pengadaan barang dan jasa dibutubkan  untuk
mendukung kegiatan bisnis Perusahaan, dengan memperhatikan prinsip
efisien, efektif, kompetitif, transparan, akuntabsal adil dan wajar, terbuka

serta bernilai tambah untuk Perusahaan,

b, Bahwa untuk tertib administrasi dalam proses pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa di lingkungan PT Pelabuhan Indonesla |l (Fersere) yang
sesual dengan prinslp Good Corporate Governance, telah ditetapkan
pedoman pengadaan barang dan jasa dengan Surat Kepulusan Direksi
Nomor @ HK.OWV1/3/ADE/UT/PLIIS tanggal 1 Maret 2019 tentarng
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia

Il (Persaro);

¢, Bahwa berdasarkan ketentuan Fasal 20 huruf a Peraturan Menteri Badan
Usaha Milik Negara Nomar PER-08/MBL/12/2019 tanggal 12 Desember
2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik
Negara, vang telah diundangkan pada tanggal 16 Desember 2019, Direksi
wajllb menyesuzaikan Pedorman Pengadasn Barang dan Jasa
Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia || {Parsera) dengan ketentuan

Peraturan Menteri.

d. Bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan dibidang Pengadaan
Barang dan Jasa serta berdasarkan pertimbangan sebagzimana
dimaksud dalam huruf a, b dan ¢ di atas perlu menetapkan Surat
Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indenesia || (Perserc) tentang Padoman
Pengadaan Harang dan Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Indanesia Il

(Fersero).

1. Undang-Undang Neomer 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Fraktek
Monopali dan Persaingan Usaha Tidak Sehat {Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomaor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomaor

A817)

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1393 Tentang Penyelenggaraan MNegara
vang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 1898 Nomaor 75, Tambahan Lembaran

MNegara Nomor 3851).

3. Undang-Undang MNomor 19 Tahun 2003 Teptang Badan Usaha Milik
Megara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297),

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Persercan Terbatas
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,

Tambahan Lembaran Megara Nomor 47563,
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5.  Undang-Undang Nomaor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transalksi
Elsktranik (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 58,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Megara
Republlk Indonesia Tahun 2016 Momaor 257, Tambahan Lembaran Megara
Nomor 5952).

€& Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian,
Pengurusan, Pengawasan dan Pembulbaran Badan Usaha Milik Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 177, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 45567,

7. Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia MNomor  Per-
08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum
Felaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badzan Usaha Milik Megara,

8 Akta Pendirian PT Pelabuhan Indonesia |l (Fersero) No. 03 tanggal 1
Desamber 1992, yang dibuat oleh dan dihadapan Imas Fatimah, SH,
MNataris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia berdasarkan keputusan nomaor : C2-4754 HT.DL.0Z Th
93 tanggal 17 Junl 1993, sebagaimana telah beherapa kall diubah dan
terakhir diubah dengan akta nomor 14 tanggal 26 Marel 2020 yang
dibuat dihadapan Manda Fauz lwan, SH, M.Kn., Motaris di Jakarta dan
telah dicatal dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana surat
Nomor : AHU-AH.01.03-0162715 tanggal 26 Marel 2020.

Memperhatikan i 1. Surat Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indcnesia |l (Persero) Nomor ;
10/DK/PLIINI-2020 tanggal 04 Maret 2020 perihal Persetujuan Pedoman
Pengadaan Barana dan Jasa,

2. Surat Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia || (Persero) Momor
19/DK/PLI/ 1V-2020 tanggal 08 April 2020 perihal Persetujuan Pedoman
Pengadaan Barang dan Jasa.

MEMUTUSKAN

Menatapkan ¢ KEPUTUSAN DIREKSI PT PELABUHAN INDOMESIA || {(PERSERQ]) TENTANG
FEDOMAMN PENGADAAN BARAMNG DAN JASA DI LINGKUNGAN
FT FELABUHAN INDONESIA || (PERSERO)

Pazal 1
Definisi

Dalam keputusan ini yvang dimaksud dengan:

1. Activated adalah status Felaku Usaha Terseleksi vang sudah dapat mengikuti proses Pemilihan
Penyedia.

2. Addendum adalah perikatan tertulis tambahan vang disusun dalam rangka melakukan
penambanan, pengurangan dan/atau perubahan isl klausul atau pasal dari Kontrak yang
merupakan satu kesatuan vang mengikat dan tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian atau Surat
Perintah Kerja (SPK).

2. Anak Perusahaan BEUMN adalah :
a. Perusahaan yang sahamnya lebih darl 50% dimiliki eleh PT Pelabuhan Indonesia |l (Persara)
selanjutnya disebut Anak Perusahaan;
b.  Perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimillki eleh BLUMM lain; atau
¢. Perusahaan patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan saham BUMN letih dari 50%.
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M.

12

13.

14

16.

17.

18,

19,

20

Badan Usaha Milik Megara, vang selanjutnya disebut BUMN, adzalah badan usaha yang seluruh
atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yarg
berasal dari kekayaan Megara yang dipisahkan.

Barang adalah setiap benda balk yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak
bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan aleh Pengguna.

Beauty Contest adalah presentasi yang dilakukan cleh Pelaku Usaha dalam ranaka untuk
memenuhi kriteria penilaian sesuai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Teknis/Kerangka
Acuan Kerja (KAK)/ Term OF Reference (TOR) dan kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa,

Contract Management System (CMS) adalah pengelolaan Kentrak secara eleklronik dari mulai
tahapan proses pembuatan Kontrak sampal dengan pendokurmentasian Kontrak serta monitaring
seluruh tahapan tersebut secara sistem,

Daftar Hitam (Bfack List) adalah daftar Pelaku Usaha yang dilarang mengikut! proses Pengadaan
Barang dan Jasa di lingkungan Perusahaan dalam jangka waktu tertentu karena telah melakukan
kesalahan, penyimpangan dan/atau pelanggaran dalam proses Pemilihan Pernyedia maupun
dalam pelaksanaan pekerjaannya.

Daftar Pelaku Usaha Terseleksi (DPUT) adalah Pelaku Usaha yvang telah melalui proses evaluasi
(verifikasi dan/atau klarifikasi) Dokumen Persyaratan Administrasi Pelaku Usaha dan datanya
telah terpenuhl sesual dengan ketentuan pada Vendor Management System (VMS) Perusahaan,

Direksi adalah Direksi Perusahaan.

Direktur Pengguna adalah direktur yang berwenang dan bertanggungiawab atas perencanaan,
pengawasan, dan/atau penggunaan barang dan jasa.

Direktur Penyelenggara adalah direktur yang berwenang dan bertanggungjawab atas
penyelenggaraan proses Pemilinan Penyedia.

Dokumen Administrasi adalah dokumen yang tercantum di dalam VM5 yang merupakan syarat
aspek legalitas perusahaan vang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

Dokumen Administrasi Tambahan adalah seluruh dokumen vanag disusun oleh Penyelenggara
dan disampaikan kepada Peserta/Calon Penyedia yang menjelaskan persyaratan administrasi
yang harus dipenuhi.

Dokumen HPS/0E adalah dokumen yvang meliputi sekurang-kurangnys Rencana Anggaran
Biaya, alokasi anggaran dan referensi harga.

Dokumen Kualifikasi adalah selurubh dokumen persyaratan untuk pemenuhan kompetensi,
kemampuan usaha dan/atau persyaratan lain vang harus dimiliki oleh Pesarta/Calon Penyeadia,

Dokumen Pemilihan Penyedia adalah dokumen yang disiapkan dan ditetapkan oleh
Fanyalenggara dan Pengguna sebagal pedoman dan persyaratan dalam proses Pemilihan
Penyedia.

Dokumen Penawaran adalah dokumen vyang disampaikan cleh Peserta/Calon Penyedia
Dokumen Persyaratan Administrasi Tambahan (jika diperlukan), Dokumen Persyaratan
Kualifikasi, Dokumen Parsyaratan Teknis, dan Dokurmen Penawaran Harga.

Dokumen Penawaran Harga adalah Dokumen yang disamippalkan oleh Peserta/Calon Penyedia
kepada Penyelengaara yang terdiri dari surat penawaran harga, rincian penawaran harga dan
rekapitulasi penawaran harga (jika diperiukan);

Dokumen Persyaratan Administrasi adalah dokumen yang disampaikan oleh Pelaku Lsaha yvang
berisi aspek legalitas dokumen perusahaan dalam proses regfstras/ Vendor Management Svstem
{(VMS)
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28,
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32

23,

34,
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Dokumen Persyaratan Administrasi Tambahan adalah szluruh dokumen yeng disampaikan eleh
Peserta/Calon Penvedia kepada Penyelenggara yang merupakan persyaratan administrasi
tambahan dalam proses Pemilihan Penyedia,

Dokumen Persyaratan Teknis adalah seluruh dokumen yang disampaikan oleh Peserta/Calon
Penyedia kepada Penyelenggara yang isinva merupakan pemenuhan persyaratan teknis yang
diminta cleh Pengguna dalam proses Pemilihan Penyedia.

Dokumen Persyaratan Kualifikasi adalah seluruh dokumen vang disampaikan ocleh
Peserta/Caton Penyedia kepada Penyelenggara yang jsinva merupakan pemenuhan persyaratan
kualifikasl yang diminta oleh Penyelenoggara dalam proses Pemilihan Penyadia,

Dokumen Teknis adalah seluruh dokumen yvang difampaikan aoleh Pengguna kepada
Penyelenggara yang kemudian disampaikan kepada Peserta/Calen Penyedia yang meliputi
sekurang-kurangrya RKS Teknis/KAK/TOR, kriteria evaluasi teknis dan gambar-gambar (bila
diperfukan).

e-Procurement adalah proses Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan dengan
menggunakan teknoloal Informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan prosedur vang berlaku
di Perusahaan,

e-Purchasing adalah tata cara perngadaan bararng dan jasa secara elektronik melaiui sistem
katalog elektronik (e-Catalogue).

e-Market Place adalah pasar online tempat terjadinya juzl Beli barang dan jasa yang biasanya
dilakukan antar perusahaan.

e-Tendering adalah tata cara Pemilihan Penyedia yang dilakukan secara transparan dan dapat
diikut] oleh semua Pelaku Usaha Terseleksi yang terdaftar dan aktf pada Vendor Management
System (WMS) dalam waktu yvang telah ditentukan.

Evaluasi Pendaftaran Pelaku Usaha Terseleksi adalah proses evaluas) (verifikasi, darifikasi
dan/atau lkonfirmasl) seleksi terhadap Pelaku Usaha yang bertujuan menilai kelengkapan
administrasi dari Pelaku Usaha untuk dimasukkan dalam Daftar Pelaku Usaha Tersaleks: (DPUT)
pada Vendor Management System [(VYMS).

Evaluasi Pendaltaran Tender/Seleksi Umum adalah evaluasi (verifikasi, klarifikasi dan/atau
konfirmas!) terhadap persyaratan yvang ditentukan dalam pengumuman Tender/Seleksi Umum.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/ Owner's Estimate (OE) adalah perhiturngan perkiraan biaya atas
pekerizan yang disusun oleh Pengguna dan berdasarkan data referensi vang dapat
dipertanggungjawabkan.

Harga Satuan Timpang adalah harga satuan penawaran yang melsblhi 110% (seratus sspulub
persen) dari harga:satuan HPS, setelah dilakukan kiarifikasi oleh Penyelenggara dan disetujui oleh
Peserta/Calon Penyedia.

Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank atau setoran tunai melalui transfer
ke rekening Perusahaan untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Peserta/Calon Penvedia atau
Fenyedia,

Jasa Konsultansl adalah jasa layanan prefesional yang membutuhkan keahlian tertentu
diberbagai bidang keilmuan yvang mengutamakan adanya alah pikir {bram ware).

Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi

khusus, dan/atau kelerampilan (skif ware) dalam sustu sistem lata kelola yvang telah dikenal luas
di dunia usaha untuk menyelesalkan suatu pekerjaan.
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40,
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43

44,

45,

44,

47,

48,

48,

Justifikasi adalah alasan atau pertimbangan Pengguna sekurang-kuranganya dengan persetujuan
Direktur Pengguna atau General Manager yang diperlukan dalam proses Pengadaan barang dan
jasa sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Surat Kepulusan Direksi ini.

Katalog Elektronik (e-Catalogue) adalah sistem informasl elektronik yang mernust infarmasi
berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, merk, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkalt barang
dan jasa.

Keadaan Kahar/Force Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia
dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya,

Kemampuan Dasar (KD) adzalah salah satu persyaratan kualifikasi untuk mengetahui kermampuan
Peserta/Caion Penyedia (lermasuk keuangan dan kompetensi) pada sub bidang pekerjaan yang
sesuai/bersangkutan.

Kemampuan Nyata adalah kemampuan penub/keseluruban Peserta saat melakukan penilaian
kualifikasi meliputi kemampuan keuangan (KK), kemampuan menangani paket pekerjaan/proyek
(KP) dan kemampuan permodalan untuk melaksanakan paket pekerjaan yang sedang/akan
dilaksanakan.

Kerja Sama Operasi/Kemiltraan adalzh kerjasama antara 2 {dua) Pelaku Usaha Terseleksi atau
lebik untuk mengikuti proses Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Perusahaan.

Kerja Sama Operasi untuk Rancang dan Bangun (Design and Build) adalah perjanjian antara
dua plhak agtau lebih badan usaha penyedia layanan pekerjaan Konstruksi Terintegrasi rancang
dan bangun atau antara badan usaha penyedia layanan pekerjaan Konstruksi dengan penyedia
layanan jasa konsultansi perencanaan/perancangan konstruksi untuk melakukan suatu usaha
bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama
menanggung risiko usaha tersebut.

Kendala Teknis Operasional Perusahaan adalah suatu keadaan yang terjadi secara mendadak
dan/atau tidak dapat diperkirakan sebelumnya yang berakibat terhentinya aktivitas operasional,
namun tidak termasuk kondisi yang disebabkan tidak tersedianya stock /ftem atau item material.

Koefisien Preferensi adalah hasil dari prosentase Tingkat Kemponen Dalam MNeger (TKDN)
dikalikan dengan prosentase Preferensi Harga atau koefisien yang diberikan kepada Pelaku Usaha
daerah,

Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa adalah strategl Pengadaan Barang dan Jasa dengan
menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Perusahaan yang
sama/sejenis cengan tujuan mendapatkan nilai tambah terhadap efektifitas dan efisiens| dalam
proses Pemilihan Penyedia.

Konsultan Individu adalah orang perseorangan yang mempunyal keahlian tertentu untuk
memberikan pelavanan jasa konsultansi yang dibutuhkan oleh Perusahaan termasuk didalamnya
narasumber.

Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Perusahaan dengan Penyedia dalam Pengadaan Barang
dan Jasa berupa Surat Perjanjian, Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Pesanan/Purchase Order
(PQ), Kuitansi dan Bukti Pembelian/Pembayaran,

Kontrak Kritis adalah suatu kondisi dalam pelaksanaan perjanjian yang membutuhlkan
penanganan khusus yang disebabkan oleh tidak terselenggaranya suatu pekerjaan sesuai dengarn
jiadwal dan/atau jangka waktu yang telah disepakati.

Lembaga Professional adalsh lembaga atau perusahaan termasuk Anak Perusahaan yang
menyelenggarakan proses Pemilinan Penyedia.
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Masa pemeliharaan adalah suatu masa (jangka waktu) tertentu terhitung sejak pekerjaan selesal
dan diserahterimakan, dimana Penyedia bertangoungjawab untuk memellhara, merawat
dan/atau memperbaiki segala kerusakan.

Pakta Integritas adalah surat pernyatean vang ditandatangani bersama oleh Pengguna,
Penvelenggara dan Peserta/Calen Penyedia yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak
melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa,

Panitia Perneriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah panitia/tim yang ditetapkan oleh Direktur
Pengguna baik berasal dari internal Perusahaan dan/atau lembaga independen yang bertugas
memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa.

Panitia Pengadaan adalah panitia/tim vang dibentuk oleh Cireks! Perusahzan/General Manager
untuk melaksanakan oroses Pemilinan Panyedia dalam rangka pengadaan pekerjaan terfentu jika
dipandang perlu gleh Perusahaan atau karena tidak adanya unit kerja yang bertanggungjzwab
menyelenggarakan prosas Pemilihan Penyedia.

Pejabat Pengguna adalah pejabat tertinggi pada Unit Fengguna yang melaksanakan proses
Pangadaan Langsung hailk melalui kuasa maupun tidak.

Pekerjaan Kompleks adalzh pekerjaan yang mempunyal risika tingai, memerlukan teknolooi
tingal, menggunakan peralalan vang didesain khusus, memiliki kesulitan untuk didefinisikan
secara teknis terkalt cara memenuhl kebutuhan dan tujuan pengadaan dan/atau mermiliki kondisi
ketidakpastian {(unforeseen condition) yang Lingai.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputl pembangunan,
pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan atau
wujud fisik lainnya tidak terbatas pada pekerjaan sipil.

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) adalah seluruh
pekerjaan vang berhubungan denoan pelaksanaan pembangunan suatu bangunan, vang
Papyedianya memiliki satu kesatuan tanggung jawab perancangan dan pelaksanaan konstruksi.

Pelaku Usaha adalah badan usaha termasuk BUMMN, badan usaha milik daerzsh dan badan usaha
milik swasta, badan hukum, orang perseocrangan/subjek hukum, atau Instansi Pemerintah/Badan
Layanan Umum vang keglatan uszhanya menyediakan barang dan jasa.

Pernilihan Penyedia adalah cara memperoleh barang dan jasa vang disediakan oleh Pelaku Usaha
Terseleksi melalui serangkalan proses vang dilaksanakan oleh Penyelenggara dan/atau
Pangguna.

Penasehat Ahli adalah crang persecranaan yang mempunyal keahlian, kemampuan, jaringan
yang |luas, pengalaman yvang Leruji dan dapal membantu perusahaan dalam menanakap peluang
bisnis maupun dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi clek Perusahaan.

Pengadaan Barang dan .asa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan
Perusahaan, meliputi perigadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, dan Jasa
Lainnya vang pembiayaannya menggunakan dana Perusahaan. atau yang dianggap sebagai dana
Perusahaan.

Pengadaan Barang dan .Jasa Strategis adalah pengadaan barang dan jasa yang sifatnya secara
fisik dan ekonomis sangat strategls dan akan memberikan dampak positif dan signifikan bagl
kelangsungan perusahaan dan/atau kompleks dan barisiko tinggi.

Pengadaan Langsung adalah pembelian terhadap Barang vang terdapat di pasar, dengan
demikian nilainya berdasarkan harga pasar, termasuk e-Purchasing.

Pengguna adalah Unit kerja di lingkungan Perusahaan, Anak Perusahaan dan/atau perusahaan

lain yang bertanggungjawab sebagai pengguna anggaran, perencana, pengawas pekerjaan
dan/atau pengguna barang dan jasa.
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5.

66,

67,

64,

68,

70,

Penunjukan Langsung adalah Pemilihan Penyedia yvang dilakukan secara langsung dengan
menunjuk satu Pelaku Usaha Terselekst berdasarkan justifikasi dari Penaguna atau penunjukan
melalui beauly conlest.

Penyedia adalah Pelaku Usaha Tersaleksi yang merupakan badan usaha termasuk BUMN, badan
usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta, badan hukum, orang persecrangan, subbjek
hukum, atau Instansi Pemerintak/Badan Layanan Umurm yang kegiatan usahanya menyediakan

barang dan jasa serta telah ditetapkan/ditunjuk untuk menvediakan barana dan Jasa berdasarkan
Kontrak,

Penyelenggara adalah Unit kerja di lingkungan Perusahaan atau Fanitia Pengadaan atau Pejabat
FPengguna atau Lembaga Profesional yang ditetapkan dan diberi wewenang untuk melaksanakan
proses Pemilihan Penyedia.

Perusahaan adalah PT Pelabuhan Indonasia || (Fersaro) vang terdiri dari Kantor Pusat dan Kantor
Cabang.

Farusahaan Terafiliasi BUMN adalah perusahaan yang sahamnya lekih dari 50% (lima puluh
persen) dimiliki oleh Anak Perusahaan BUMN, gabungan Anak Perusahaan BUMN, atau gabungan
Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN,

Peserta/Calon Penyedia adalah Pelaku Usaha Terseleks yang sudah tercantum dalam DPUT
pada Vendor Management System (VMS) yvang diundang unltuk mengikuli proses Pemilihan
Penyedia.

Permintaan Berulang (Repeat Order) adalah salah satu kriteria persyaratan Penunjukan
Langsung dalam rangka pekerjaan atau pemibelian barang dan jasa vang bersifat rutin dan/atau
barulang kepaca Penyedia vang sebelumnya pernah ditunjuk melalul proses Pemilihan Penyedia
dan dengan kategori predikat penilalan kinerja balk, sepanjang harga yang ditawarkan
menguntungkan Perusahaan dengan tidak mengurangl kualitas barang dan jasa.

Preferensi Harga adalah nilai penvesuaian harga terhadap harga penawaran dalam proses

Provisional Sum adalah sgjumnlah biaya yang disediakan atau dialokasikan untul keglatan yang
belum bisa ditentukan valume dan harga satuannya karena terhambat oleh kondisi lapangan atau
pekerjaan yang penyelesaiannya belum dapat dipastikan waktu dan besarannya.

Sanksi adalah tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada pihak yang melakukan
pelanggaran dan/atau wanprestasi (cidera janjl) pada pelaksanaan Pemilihan Penyedia maupun
pelaksanaan Pekeriaan Pengadaan Barang dan Jasa.

Sinergl BUMN aclalah segala nilal tambah vang dapat dicapal apabila sustu kegiatan atau
aktivitas dilakukan secara bersama-sama olel Perusahaan, BUMN, Anak Perusahaan BUMN dan

Standar Dokumen Pemilihan Penyedia (5DP) adalah standarisasi dari dekumen Pemilihan
Penvedia yang mengikat secara hukum bagl Peserta/Calon Penyedia dan Penyedia yang kut
serta dalam proses pemilihan sampal dengan pelakzanaan pekearjaan Pengadaan Barang dan

Swakelola yaitu cara Pengadaan Barang dan Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan
dan/atau diawasl sendiri oleh Pengguna sebagal penanggung jawab.

Tender/Seleksi Umum, yaitu Pamilihan Penyedia yang diumumkan secara luas sekurang-
kurangnya melalul 1 {satu) media cetak nasional guna memberi kesempatan kepada Pelaku Usaha

71,
72
Pengadaan Barang dan Jasa.
P
74,
75,
Perusahaan Terafiliasi BUMMN,
76.
Jasa,
77.
78,
yang memenuhi kualiftkasi.
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78,
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a1,

82,

B3.
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(2)

b

2)

(3}
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Tender Terbatas/Seleksi Terbatas, vaitu Pemilihan Penyedia yang ditawarkan kepada pihak
terbatas sekurang-kurangnya 2 (dua) Pelaku Usaha Terseleksi vang tercantum dalam DPUT atau
diluar DPUT berdasarkan justifikasi Pengguna,

Unit adalah Divisi pada Kantor Pusat atau Bagian pada Kantor Cabang di lingkungan
PT Pelabuhan Indonesia |l (Persero).

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yvang berdiri sendirl dan dilakukan oleh crang
persecrangan atau badan usaha yang bukan merupakan Anak Perusahaan atau bukan Cabang
Ferusahaan yvang dimilikl dan dikuasal Perusahaan atau menjadi baagian baik langsung maupun
tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar,

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi yang merupakan usaha kecil kreatif produktif yang
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang persecrangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yvang dimilikl, dikuasai, atau menjadi bagian
baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan Jumiah
kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,

Vendor Management Systemn adalah aplikasi berbasis web yana berlindak sebagai mekanisme
untuk mengelola data vendor dan kinerja layanan pencadaan vang memiliki fitur khas yang
terintegrasi dengan system pelaporan dan keuangan.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

Maksud pedoman ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pelaksanaan Pengadaan Barang
dan Jasa di lingkungan Perusahaan, serta memperjelas tugas, tanggungjawahb, hak, kewenangan
dan kewajiban dari pihak-pihak terkait dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

Tujuan Pedoman ini adalah:

a. Menghasilkan Barang dan Jasa yang tepat kualitas, jumlah, waktu, biaya, |okasi, dan

penyedia;

Mendukung penciptaan nilai tambah di Perusahaan;

Meningkatkan efisiansi;

Menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;

Meninakatkan kemandirian, tanggunajawab, dan profesionalismea;

Mewujudkan pengadaan yang menghasilkan value for money dengan cara yang fleksibel dan

inavatif namun tetap kompetitif, transparan, akuntabe| dilandasi etika pengadaan vang baik,

Meningkatkan penggunaan produksi dalam neger|;

Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;

i.  Meningkatkan siriergi antar BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan/atau Perusahaan Terafiliasi
BUMM,

=000

el

Pasal 3
Ruang Lingkup

Pedoman inl berlaku untuk semua pelaksanaan Pengadaan Barang dan lasa vang dilakukan oleh
Ferusahaan yang pembiayaannya berasal dari Anggaran Perusahaan, termasuk vang dananya
bersumber dart penvertaan modal negara, dana Perusahaan untuk  pelaksanaan
subsidl/kewajlban pelayanan umum (pubfic service obligation)/penugasan Pemerintah yang
diganti dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan pinjaman BUMN dari Pemerintah.

Ruang lingkup barang dan jasa vang diatur dalam pedoman ini meliputi pengadaan Barang,
Pekerjaan Konstruksl, Jasa Konsultansi, dan Jasa Lainnva.

Penaadaan Barang dan Jasa yang tidak diatur dalam Surat Keputusan Direksi ini yaitu:
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a. Jasa Penggalangan modal Perusahaan, penggalangan dana Perusahaan, investasi
Perusahaan dan jasa keuangan lainnya sepertl dan tidak terbatas pada jasa bank,
pemeringkatan, dan pelaksana Jasa/transaksi keuanaan:

b. Lembaga/institusi penyelanggara seleksi dan rekrutmen serta asesmean kompetensi sumber
daya manusia;

¢. Penasihat Ahli, Instansi Pemerintah/Badan Layanan Umum (BLU) dan Perguruan Tinagk;

d. Pendidikan dan pelatihan yang programnya dilaksanakan bagi umum (public training) oleh
pihak penyelenggara pendidikan dan pelatihan, dan program yang didesain sesuai dengan
kebutuhan pelatinan (/in house fraining) vang dilaksanakan oleh pihak penyelenggara
pendidikan dan pelatihan;

e, Barang seni, antik, dan/atau pengadaan barang lainnya yang proses Pemilihan Penyedianya
dilakukan oleh lembaga lain;

f. Pengadaan Barang dan Jasa yvang dilaksanakan berdasarkan tarif resmi pemerintah yvang
dipublikasikan secara luas kepada masyarakat contoh namun tldak terbatas pada jasa
advertising  melalui media massa can sponsorsfig, sewa lahan, sawa
ruangan/kantor/gedung, tiket pesawat dan hotel,

(4) Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud ayat (3}, dilakukan berdasarkan:
a. Peraturan Internal Perusahaan; dan/atau
b. Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4
Frinsip. Kebijakan dan Etika Pengadaan Barang dan Jaza

(1) Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:

a, Efisien, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang
optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan
seoptirmal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah. Untuk
Pengadaan Barang dan Jasa strategis yang memiliki nilai yang signifikan dapat dilakukan
pendekatan Total Cost OF Ownpershin (TCO);

b. Efektif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah
ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang
ditetapkam;

c.  Wompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan
Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalul persaingan yang sehat di antara
Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat,/ kriteria tertentu berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan,

d. Transparan, herart] semua ketentuan dan informasl mengenai Pengadaan Barang dan Jasa,
termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan
calon Penvedia Barang dan Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang dan Jsza
yang berminat;

e, Adil dan waiar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calan Penyedia Barang
dan Jasa yang memenuhi syarat;

f. Terbuka, berarti pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang dan
Jasa yang memenuhi syarat; dan

g. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga
menjauhkan dari polensi penyalahgunaan dan penyimpangan

(2 Pengguna mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan
perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil sepanjang kualitas, harga,
dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Pengguna dapal memberikan preferensi pengaunaan produksi dalam negeri dengan tetap
mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku dalam  ranaka
mendorong pertumbuhan industri dalam negeri,

(4) Pengguna dapat melakukan sinergi antar BUMN/Anak Perusahaan BUMN/Perusanaan Terafiliasi
BUMM,

(5) Pelaku Usaha merupakan pemilik produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari Penyedia
bersangkutan,
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Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan kebijakan antara lain:

a. Meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi Pengadaan Barang dan
Jasa untuk mengoptimalkan value for money;

b. Menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapalan tujuan Perusahaan;

¢, Melaksanakan Fengadaan Barang dan Jasa yang |ebih transparan, kompetitif, dan akuntabel,

d. Mengutamakan produk dalam negeri sesuai ketentuan pendayagunaan produksi dalam
negert;

e. Memberi kesempatan pada Pelaku Usaha nasional dan usaha kecl!!

f.  Memperkuat kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusiz Percadaan Barang dan
Jasa;

g, Memanfaatkan teknologi informasi;

h. Memberikan kesempatan kepada Anak Perusahaan dan/atau, sinergi antar BUMN/ARak
Perusahaan BUMN/Perusahaan Terafiliasi BUMMN,;

i.  Melaksanakan pengadaan yana strateais, modern, inovatif; dan/ atau

i Memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan pengelolaan risiko,

Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan etika pengadaan antara |ain:

a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran,
kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan Jasa;

k. Eekerija secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informas yang menurut
sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa;

¢. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat
persaingan usaha tidak sehat;

d. Meperima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan
kesepakatan tertulis pihak vang terkait:

e,  Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yvang terkait, baik
secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat parsaingan usaha tidak sehat dalam
FPengadaan Barang dan Jasa;

f Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara/perusshaan;

g, Menghindari dan mencegah penvalahgunaan wewenang dan/atau kolusi, dan/atau

h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk member] atau menarima
hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahul atau
patut didiuga berkaltan dengan Pengadaan Barang dan Jasa.

Pazal 5
Penggunaan Produksl Dalam Negeri & Preferansi Harga

Fengguna mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan
perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil,

Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam neger, Pengguna dapat memberikan
preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan
perundang-undangan vang berlaku.

Pengguna memberikan preferensi harga atas produk dalam negeri yvang memiliki nilai Tingkat
Komponen Dalarn Negeri (TKDN) lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen).
Prefarensi harga produk dalam negeri untuk Pengadaan Barang dapat diberikan paling tinggi 25%
(dua puluh lima persen).

Preferensi harga produk dalam negeri untuk Pekerjgan Konstruksi yang dikerjakan olzh
perusahaan dalam negeri diberikan paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen).

Penetapan standar preferensi harga diatur dengan ketentuan semakin besar nilai pekerjaan maka
prosentase preferensi harga semakin kecil sebagaimana best praclice yang selama ini beriaku.

Pasal 6
Fenyelenggara dan Pengguna

Penyelenggara proses Pemilihan Penyedia di Perusahaan terdirl dari:
a, Unit Penyelengaara Pengadaan;

b. Panitia Pengadaan:

¢.  Pejabal Pengguna; altau

d. Lernbaga Profesional.
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1

(2) Unit Penyelenggara Pengadaan terdir dari;

a.
b.

Unit Penyelenagara Pengadaan Kanter Pusat;
Lnit Penyelenagara Pengadaan Kanior Cabang.

€3) Tugas Unit Penyelenggara Pengadaan Kantor Pusat!

d.

d.

E
f.

Mealakukan evaluasi (verifikasi, klarifikasi dan/atau konfirmasi) terhadap Pelaku Usaha untuk

menjadi Pelaku Usaha Terseleksi (PUT) dengan tugas:

1. Membuat pengumuman pendaftaran Pelaku Usaha Terseleksi,

2. Melakukan evaluasi {verifikasi, klarifikasi dan/atau konfirmasi) Pelaku Usaha
berdasarkan Dekumen Persyaratan Administrasi dari Pelaku Usaha;

3. Memellhara dan monitoring Daftar Pelaku Usaha Terseleksl (DPUT).

Membuatl dan memberitabhukan Daftar Hitam (Black List) kepada Kantor Cabang dan Anak

Perusahaan serta Pelaku Usaha Terseleksi yang masuk daftar hitam;

Melaksanakan prases Pemilinan Penyedia yvang meanjadi kewenangannya sebagai berikut;

1. Melakukan persiapan Pemilihan Penyedia;

2, Membuat/menyusun Standar Dokurmen Pemilihan Penvedia (SDP);

Memerilksa kelengkapan Dokumen Pemilinan Penyedia;

Mengumumkan/mengundang untuk proses yvang terkait Pemilihan Penyedia;

Menerima dan mencatat pendaftaran Tender/Seleksi Umum;

Malakukan Klarifikasi Pendaftaran Tender/Seleks: Umum;

Melakukan evaluasi Dokumen Penawaran, kecuall Dokurmen Pereyaratan Teknis,

Bersama-sama dengan Pengguna menandatangani Pakta Integritas;

Memberikan penjelasan Dokumen Pemilihan Panyedia dan membuat risalahnva kecuall

Dokumen Teknis;

Melakukan kenfirmasi keabsahan Jaminan penawaran dan Jaminan pelaksanaan befupa

bank garansi ke bank penerbit dan/atau melakukan kanfirmasi kebenaran atas bulkti

transfer ke Direktorat Keuangan Perusahaan;

. Menenma dan membuka Dokuman Penawaran Peserta/Calon Penyedia;

12, Melakukan penelitian, klarifikasi, konfirmasi, verifikazi dan/ztau negosiasi terhadap
Dokumen Persyaralan Administrasi Tambahan, Dokumen Persyaratan Kualifikasi, dan
Dekumen Penawaran Harga,

13, Melakukan penelitian, klarifikasi, konfirmasi, wverifikasi danfatau negosiasi terhadap
Dokumen Persyaratan Administrasi Tambahan dan Dokumen Persyaratan Kualifikasi
untuk pekerjiaan Terintegras) Rancang dan Banoun (Design and Build);

14, Menyiapkan jawaban atas sanggahan Peserta/Calon Penyedia:

15. Melakukan pemeriksaan atas pemenuhan kepatuhan {comgfiance) dalam proses
Pemilihan Penyedia;

16. Mengusulkan calen pemenang/pelaksana pekerjaan kepada Direklur Penyelenggara;

17. Mengumumkan pemenang Tender/Seleksi Umum, Tender Terbatas/Seleksi Terbatas
atas dasar hasil proses Pemilihan Penyedia;

18. Menerbitkan surat penetapan pelaksana pekerjaan atau surat penetapan pemenang;

19. Melakukan penilaian kinerja Peserta/Calen Penyedia selama proses Pemilihan Penyedia;
dan

20, Menviapkan dan menyusun konsep Surat Perjanjian atau Sural Perintah Kerja (SPE)
hasil proses Pemilihan Penyedia,

Membuat laporan atas setiap proses Pemilihan Penyedia maupun atas selurubh proses yang

sedang dan sudah dilaksanakan secara periodik kepada Direktur Penyelenggara;

Menvimpan dan mengadminisirasikan file/dakumen proses Pemilihan Penyedia;

Menyiapkan kensep perjanjian tambahan (Addendum),

D00 NG WS
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(4) Tugas Unit Penyelenggara Pengadaan Kantor Cabang:

42 A3

&

Tugas Unit Penyelenggara Fengadaan Kanter Pusat sebagaimana dimaksud ayat (37 berlaku
mtitatis mutandis sebagal tugas Unit Penyelenggara Pengadaan Kantor Cabang kecuali
twruf a angka 1, huruf b dan huruf d;

Membuat laporan atas setiap proses Pemilihan Penyedia maupun atas seluruh proses yang
sedang dan sudah dilaksanakan secara periodik kepada Unit Penyelenggara Pengadaan
Kantor Pusat.
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{51 Tugas Fanitia Pengadaam;

(6]

573

(8)

AL

.

Tuaas Unit Penyelenggara Pengadaan Kantor Pusat sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c
berlaku mutatis mutandis setzagai tugas Panitia Pengadaan kecuali untuk pembuatan konsep
Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) sebagaimana ayat (3) huruf F Pasal ini pada Kantor
Cabang yang tidak memiliki Unit kerja yang bertangaungjewab menyelenagarakan proses
Pemilihan Penyedia diserahkan kepada kebijakan General Manager.

Membuat laporan atas setiap proses Pemilinan Penyedia maupun atas ssluruh proses yang
sedang dan sudah dilaksanakan secara pericdik kepada Unit Penyelenggara Pengadaan
Kantor Pusat.

Tugas Pejabat Pengguna:
Tugas Pejabat Pengguna adalah melaksanakan proses Pengadaan Langsung Barang untuk
kebutuhan sendiri maupun atas permintaan dari Linit keria lain, baik karena kewenangannya atau
berdasarkan surat kuasa.

Tugas Lembaga Profesional:

a.

2

Tugas Lembaga Profesional adalah melaksanakan prases Pemilihan Penyedia sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam peraturan khusus pada Lembaga Profesional tersebut, atau

Surat Keputusan Direksi inl apabila tidak ada ketentuan khusus pada Lembaga Profasional

tersebut;

Pemilihan Lembaga Profesional dilakukan oleh Direktur Penyelenggara melalul metode

Penunjukan Langsung menggunakan pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang dlatur

dalam Surat Keputusan Direksi ini,

Tugas Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini, dilakukan sampai

dengan tahap sebagai berikut

1y Untuk proses Tender/Seleksi Ubmum sampai dengan proses sanggah;

2) Untuk proses Tender Terbatas/Seleks! Terbatas dan Penunjukan Langsung sampai
dengan proses negosiasi,

Lemizaga profesional yvang telah menyelesaikan tugasnya sebagaimana huruf ¢ ayat ini

menyampaikan l|aporan hasil proses pemilinan penyedia tersebut kepada Direktur

Penyelenggara/General Manager untuk cilakukan evaluasi dan proses Penstapan

Pemenanyg/Pelaksanaan Pekerjaan;

Penetapan  pemenang/pelaksanaan pekerjaan dilakukan cleh |embaga profasional

ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang diatur pada Pasal 10 ayal (3).

Tugas pakok Perngguna pada Kantor Pusat dan Kantor Cabang:

a.

b,

= e

- el

Membuat perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa;

Membusat/menyusun dan menyiapkan Dokumen Teknis vang meliputi Rencana Kerja dan
Syarat-syarat (RKS) Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR) dan
kriteria evaluasi teknis Pengadaan Barang dan Jasa, termasuk dokumen sebagai dasar
Dokumen Kualifikasi;

Membuat dan menetapkan Dokumen HRS/OE berdasarkan referensi vang ditentukan dalam
Surat Keputuszan Direksi inl, dan untuk Pakerjaan Terintegrasl Rancang Dan Bangun
penetapan HPS/OE dilakukan berdasarkan reviu anggaran yang dilakukan oleh Konsultan
Manajemen Konstruksi;

Membuat Rencana Anggaran Biava (RAB) dan Surat Permintaan Pengadaan
Pekerlaan/Barang (SPPR/SPPB) atau Purchase Requisition (PR);

Membiuat justifikasi (ika diperlukan);

Mengalukan permintaan alokasi anggaran;

Bersama-sama dengan Penyelengaara menandatangani Pakta Integritas;

Menvyiapkan dokurnen lain yang terkait dengan permohonan Pemilinan Penyedia termasuk
pengisian Rencana Dokumen Pemilinan (RDPY ,

Memberikan penjelasan RKS Teknis dan kriteria evaluasi teknis beserta pembuatan
risalahnya;

Bersama-sama dengan Penyelenggara membuka Dokumen Penawaran;

Melakukan penelitian, evaluasi (klarifikasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi) terkait Dokumen
Persyaratan Teknis atau Dokumen Persyaratan Teknis Detail yang disampalkan oleh
Peserta/Calon Penyedia vang dituanakan dalam berits acara;

Membantu  Penyelenggara  untuk  mengevaluasi Dokumen Penawaran Harga dan
menandaltangani berita acara;
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m. Melakukan penelitian, evaluasi (klarifikasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi) terkait Dokumen
Parsyaratan Teknis atau teknis detail dan Dokumen Penawaran Harga untuk pekerjiaan
Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build);

n. Melakukan negosias| penawaran harga untuk pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun
(Design and Build} vang dapal dikantu oleh Penyelenggara,

o. Melaporkan dan mengusulkan Daftar Hitam (Black List) kepada Penyelenggara dalam
kaitannya dengan pslaksanaan pekerjaan;

p. Menyimpan dan mengadministrasikan dokumen perencanaan dan pelaksanaan, tidak
termasuk Dokumen Pemilinan Penyedia;

g. Mealakukan penilaian kinerja Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan;

Memastikan masa berlakunya jaminan pelaksanaan, jaminan uwang muka, jaminan

pembayaran, dan jaminan pemeliharaan berupa bank garansi selama jangka waktu

pelaksanaan pekerjaan (bila ada); dan

5. Membuat Dokumen hazard and risk assesment Keselamatan serta Kesehatan Kerja (K3)
bersama-sama Unit vang bertanggung jawab dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3) khusus Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya (bila diperlukan).

-

Tugas Pokok Pengguna pada Anak Perusahaan dan perusahaan lain dalam proses Femllihan
Penyedia di Kantor Pusat/Lembaga Profesional sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
peraturan pada Anak Perusahaan/perusahaan lain tersebut serta memenuhi persyaratan yang
ditentukan oleh Kantor Pusat/Lembacga Profesional.

Dalam hal pengadaan barang dan jasa yang diajukan cleh perusahaan lain kepada Kantor
Pusat/Lembaga Profesional maka syarat dan ketentuan sesuai dengan Pedoman pada Sural
Keputusan Direksi ini.

Pasal 7
Palaku Usaha

Pelaku Usaha untuk dapat mengikutl proses Pemilihan Penyedia di Perusahaan, harus lerdaftar
pada Daftar Pelaku Usaha Terseleks| (DPUT) dan berstatus Activated dalam Vendor Managament
System (VMS).

Pelaku Usaha dapal berbenluk ;

a. Badan usaha termasuk BUMN, badan usaha millk daerah, badan usaha milik swasta dan
badan hukum;

b. Instansi Pemerintah/Badan Layanan Umurm yana kegiatan usahanya menyediakan barang
dan jasa;

¢  DOrang Persecrangan/Subjek Hukum,

Persyaratan Pelaku Usaha luar negeri/asing yang terdiri dari aspek administrasi harus dilzgalisir
oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Republik Indonesia di negara domisili Pelaku Usaha
tersebut.

Pelaku Usaha dapat melakukan KSO/Kemitraan dengan perusahaan |ain dalam mengikuti proses
Pemilihan Penyedia.

K50/ Kemitraan dapat dilakukan dalam hal sifat dan lingkup pekerjaan yang terlalu luas, atsu
jenis keahlian vana diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tidak dapat dilakukan cleh
1 {satu) Penyedia.

Dalam hal Pelaku Usaha melakukan KSO/Kemitraan dalam mengikut] proses Pemilihan Penyedia
sehagaimana dimaksud ayat (4) Fasal ini, harus memenuhi ketentuan :
a.  Mampunyai perjanjian K50/ Kemitraan yang memuat persentase kemitrazn dan perusahaan
yang mewakli KSO/Kemitraan tersebut
b, Kualifikasi badan usaha yang melakukan KSO:
1. antara kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha besar;
2. antara kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha menengah;
2. antara kualifikasi usaha menengah dengan kualifikas| usaha menenaah,
Kualifikasi usaha leadfirm K5O harus setara atau lebih tinggl dari anggota KSOC.
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¢, Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang dihentikan,
dan/atau direksi vang bertindak untuk: dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam
menjalani sanksi pidana;

d. Telah mamenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;

€. ‘Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak, dan

f. Tidak sedang dikenakan sanks| daftar hitam.

(73 Dalam hal Pelaku Usaha melakukan KS3O/Kemitraan Rancand dan Bangun dalam mengikuti

proses Pemilihan Penyedia, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada avat

(&) Pasal ini Juga harus memenuhi ketentuan sebagal berikut ;

a. Badan usaha pelaksana konstruksi bertindak sebagai pimpinan (leadfirm) K5O;

b. Memiliki kemampuan dasar pada pekerfjaan konstruksi sejenis dengan nilal paling sedikit
sama dengan HPS/OE pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Bufld),

¢ Memiliki sisa kernampuan nyata paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari nilal HPS/OE
pakerjaan Rancang dan Bangun (Design and Buildy; dan

d.  Memiliki paling sedikit 1 (satu) tenaga tetap.

Pasal 8
Dokumen Persyaratan Pengajuan Pemilihan Penyedia

(1) Setiap permohonan pelaksanaan Pemilihan Penyedia yang diajukan oleh FPengguna harus
melengkap! dekumen sebagaimana tersebut di bawah ink:
a. Dakumen HP5/OE:
1. Surat Permintaan Pelalksanaan Pekerjaan/Surat Permintaan Pengadaan Barang/Furchase
Raegquisition (SEPP/SPEB/PR);
2. HPS/CE dengan melampirkan referensi harga;
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB), khusus Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya dengan
K3L ditambahkan rincian perkiraan biaya K3L.
b, Dokumen Talknis:
RKS Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KaK)/ Term CF Reference (TOR),
Gambar-gambar atau rancangan (bila diperlukan);
Kriteria evaluasi Teknis;
Jushifikas| (=esuai dengan persyaratan metode Pemilihan Penyedia); dan
Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang memiliki risiko tinggi
kecalakaan karja, kesehatan dan lingkungan dilengkapi dengan dokumen hazard and risk
assesment Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan (K3L) (bila diperlukan).

LENITENES

(2} RBKS Teknis/KAK/TOR sebagaimana dimaksud ayal {1) huruf b Pasal ini sekurang-kurananya
memuat antara lain:

Fendahuluan, maksud dan tujuan serta ruang lingkup pekerjaan atau uralan barang dan jasa,

Persyaratan pengalaman Peserta/Calon Penvedia.

Bidang dan/atau sub-bidang usaha Peserla/Calon Penyedia,

Mutu karanag, volume dan hasil kerja yang harus dicapal.

Tempat pelaksanaan pekerjaan.

Jangka waktu pelaksanzan pekerjaan dan jadwal pelaksanaan.

Tempat penyerahan pekerjaan,

Masa permellharaan (bila diperlukan).

Penggunaan Produksi Dalam Megeri (TKDN) & Preferensi Haraa (bila diperlukan).

i Jenis Kontrak,

k. Tata cara pembayaran pekerjaan.

L, Sanksl.

m. Ketentuan terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) (bila diperiukan),

n.  Rincian pekerjaan lumsum dan/atau harga satuan.

- -

(3) Kriteria Evaluasi Teknis, sekurang-kurangnya memuat antara lain:
a. Pengalaman pekerjaan,
b. Daftar Personll/Struktur organisasi pelaksana pekerjaan,
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(4) Ketentuan penyusunan HPS/OE sebagaimana ayat (1) huruf a Pasal ini antara lain:
a. Memperhitungkan keuntungan yang wajar, biaya tidak langsung dan Pajak Pertambahan

Nilai(PPM).

b.  Engineering Estimeale (EE) berdasarkan perhitungan konsultan yang akan disusun menjadi

HPS/OE terlebih dahulu direviu oleh Pengguna.

c¢. Tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan

(PPh).

d. Dikecualikan untuk pengadaan barang dan jasa melalui e-Catalogue dan Pekerjaan

Konstruksi Terintegrasi (desian and build).

a. Direktur Pengguna atau General Manager dapat dibantu oleh konsultan untuk menyusun

Dokumen Teknis dan HPS/OE dalam hal:

1. Nilai pekerjaan di atas Rp50.000.000.000,~ {lima puluh miliar ruplah);

2. Nilal pekerjaan sampal dengan Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) vang

pekerjaannya adalah Pekerjaan Kompleks;
f.  Dikalkulasikan dengan cermat berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan antara
lain:

1. Harga pasar setempat vaitu harga barang dan jasa di lokasi pelaksanaan pekerjaan,

diserahkan dan diprodulksi;

2. Daftar harga/tarif barang dan jasa vang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen
tunggal atau instansi lain vang berwenang baik pusat maupun daerah dan/atau
informasi biaya yang dipublikasikan secara resmi;

Analisa harga satuan pekerjaan;
Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
Harga kontrak pengadaan barang dan jasa sejenis tahun sebelumnya atau yang sedang
berlangsung darl internal maupun eksternal;
6. Waktu atau lamanya pelaksanaan pekerjzan;
7. Perkiraan biaya/Engineering Estimate (EE).
g. HPS/OE untuk pengadaan Jasa Konsultansi selain disusun berdasarkan huruf fayat inl, maka
Pangguna wajit membuat HPS/OE:
1, Dikalkulasikan secara cermat dengan keahllan cukup yang digunakan sebagal pedoman
sebelum melakukan pengadaan Jasa Konsultansi; dan
2. Khusus untuk jenis kontrak waktu penugasan, terdiri darl sekurang-kurangnya 2 (dua)
komponen pokok vaitu biava langsung perscnil (remuneration) dan biaya langsung non
personil,
h. Masa berlaku HF5/0E adalah 90 (sembilan pulun) hari kalender sejak tanggal ditandatangani
HPS/0E sampai dengan tanggal penyampalan Dokumen Penawaran Harga.
Untuk hal-hal tertentu, dimana terdapat kegiatan/pekerjaan yang belum bisa ditentulkan
karena terhambat cleh kondlisi lapangan atau pekerjaan yang penyelesalannya belum dapat
dipastikan waktu dan besarannya, Pengguna dapat menggunakan item pekerjaan yang
sifatnya sebagal Provisional Sum. Provisianal Sum digunakan di dalam rincian HPS karena
tidak semua pekerjaan dapat dipastican kuantitasnya. Ketidakpastian kuantitas ini
dikarenakan beberapa hal diantaranya:
1 Desain detall belum tersedia;
2. Terhambat cleh kondisi lapangan dan lain-lain {misal: pekerjaan galian, pengsrukan,
pemancangan, pekerjaan teknologi informasi)

b

(5) Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal Inl disampalkan oleh Fengguna kepada
Penyelenggara dapat dalam bentuk fardcopy dan/atau softcopy.

(6) Dokumen hazard and risk assesment Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L)
sebagaimana dimaksud ayal (1) hurul b, angka 5. Pasal ini, dibuat cleh Pengguna bersama-sama
unit yang bertanggung jawab di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

(7Y Dalam hal parmohonan pengajuan Pemilihan Penyvedia dari Pengouna kepada Penyelenggara
terdapat dokumen yang tidak dilengkapi dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka :

a. Penyelenggara memberitahukan kekurangan dokumen kepada Pengguna pada Rapat
Persiapan Pemilihan Penyedia (RP3);

b. Proses Pemilihan Peryedia tidak dapat dilaksanakan olel Penyelenggara sampai dengan
kelengkapan dokumen dipenuhi oleh Pengguna.
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{B) Dalam hal Pengguna belum dapat menyerahkan SPPR/SPPB/PR yang telah disetujui oleh
Direktorat/Unit Keuangan, proses Pemilihan Penyedia tetap dapat dilaksanakan dengan
«xetentuan sebagai berikut;

a. SPPR/SPPE/PR dimaksud harus sudah diserahkan kepada Penyelenggara paling lambat
sebelum tanggal surat penetapan pemenang/pelaksana pekerjaan;

D,  Keterlambatan penyampaian SPPP/SPPB/PR dimaksud harus diberitahukan kepada
Peserta/Calon Penyedia pada saat pengumuman dan rapat pemberian penjelasan
{aanwiizing);

c. Peserta/Calon Penyedia membuat surat pernyatasn untuk tidak akan menuntut dalam
bentuk apapun kepada Perusahaan apabila terjad] keterlambatan proses atau dibatalkannya
proses Pemilinan Penyedia karena tidak adanya SPPP/SPPE/PR dimaksud;

. SPPP/SPPE/PR dimaksud dapat diserahkan sebelum tanggal penvampaian Dokumen
FPenawaran Harga pada proses Pemilihan Penyedia dengan menggunakan sistem 2 {(dua)
tahap.

(9) Dalam hal penyusunan HPS/OE hanva dilakukan berdasarkan kepada referensl requesr for
informatian {RF1), maka untuk perhitungan HPS/OE sekurang-kurangrya diperoleh dari 2 (dua)
Pelaku Usaha, kecuali terhadap produk/pekeriaan yang sifatnya khusus/spesifik dan tidak bisa
dibandingkan dengan mencantumkan alasan RFI kepada perusahaan tersebut.

(10) Dalam mangajukan permahonan Femilihan Fenyedia, Pengguna dilarang
memecah/menggabungkan Paket Pengadaan Barang dan Jasa untuk menghindar proses
metode Pemilihan Penyedia tertentu kecuall dengan pemecahan/penggabungan tersebut lebih
efektif dan efisien.

Pasal 9
Standar Dokumean Pemilihan Penyedia (SDP)

(1) Standar Dokumen Pemilihan Penyedia terdiri dari:

a. Rangkuman Dokumen Pemilihan Penyedia (RDP);

b. Dokumen Administrasl Tambahan;

c. Dokumen Kualifikasi;

d. Dokumen Teknis:

e, Dokumen Penawaran Harga:

f. Bentuk Dokumen Surat Perjanjian;

g. Bentuk Dokumen Surat Perintah Kerja (SPH;

k., Syarat-Syarat Umum Kontrak (5SUK);

. Syarat-Syarat Khusus Kaontrak (SSKK).

(2} Standar Dokumen Pemilihan Penyedia (SDP) pada ayat (1) sesuai dengan metode Pamilihan
Penyedia diuraikan dalam petunjuk teknis pada Surat Keputusan Direksi ini.

(3 Dokumen Pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal Ini diserahkan kepada
Pesarta/Calon Penyedia sebagai acuan pengajuan Dokumen Penawaran,

{4) Bahasa yang digunakan dalam Dokumen Pemilinan Penyedia adalah bahasa Indonesia.

(5) Dokumen Pemilihan Penyedia untuk Pengadaan Barang dan Jasa Internasional ditulis dalam 2
(cdua) bahasa, yvaltu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

(B} Dalam hal tarladi perbedaan pengertian dan/atau penaflsiran anlara bahasa Indonesia dan bahasa
Inggris dalam Dokumen Pemilihan Penyedia, maka vang berlaku adalah bahasa Indonesia

Pasal 10
Wewenang Pemilihan Penyedia, Penetapan dan Pepandatanganan Kontrak
(1)  Wewenang permononan pengajuan proses Pemilihan Penyedia:

=N Fada Kantor Fusat:
1. Untuk permohonan pengadaan dengan nilai sampal dengan Rp5.000.000.000,- (lima
millar rupiah) diajukan oleh Kepala Unit Pengouna kepada Kepala Unit Penvelenggara;
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2.  Untuk permohonan pengadaan dengan nilai di atas Rp5.000.000.000,- {lima miliar
rupiah) diajukan oleh Direklur Pengguna kepada Direktur Penyelenggara.

b. Pada Kantor Cabang:
1.  Untuk permahonan pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp2.000.000.000 - (dua
miliar rupiah) diajukan aleh Kepala Unit Penaguna kepada General Manager;
2.  Untuk permchonan pengadaan dengan nilai diatas Rp2.000.000.000,- [dua miliar
rupiah), diajukan oleh General Manager kepada Direktur Penyelenggara;
3, Untuk permobonan pengadaan secara konsolidasi diajukan oleh General Manager
kepada Direktur Pengguna tanpa ada batasan nilai,

(2} Wewenang pelaksanaan Pemllihan Penyedia:
a.  Pemillihan Penyedia yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Menggunakan anggaran Kantor Pusat;

2, Afas permintaan:

a) Kantor Cabang untuk Pengadaan Barang dan Jasa di atas Rp2.000.000.000 - (dua
miliar rupiah);
by Anak Perusahaan dan/atau perusahaan lain.

3. HKonsolidasi atau Pengadaan Barano dan Jasa Bersama untuk kebutuhan Kantor Fusat,
wanter Cabang, Anak Perusabaan dan/atau perusahaan lzin dalam pengadaan
beberapa barang dan jasa vang sama/sejenis.

4. Menggunakan pedoman Pengadaan Barang dan Jasa sasual Surat Keputusan Direksi ini
kecuall untuk Pengadaan Barang dan Jasa Bersama berdasarkan kepada kesepakatan
para pihak,

b. Pemilihan Penyedia yang dilaksanakan aoleh Kantor Cabang dengan ketentuan sshagai
berikut:
1. Menggunakan anggaran Kantor Cabang dengan nilai  sampai dengan
Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
2. Menggunakan anggaran Kantor Pusat berdasarkan kuasa darl Direlktur Pengguna.

. Ketentuan Pemilihan Penyedia yang dilaksanakan oleh Kanter Pusat berlaku secara mutatis
mutandis untuk Pemilihan Penyedia yang dilakukan cleh Lembaga Frofesional atau
menggunakan peraturan khusus pada Lembaga Profesicnal tersebut, sepanjang peraturan
tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri BUMN mengenai pengadaan barang
dan jasa.

(3) Wewenang Penetapan Pemenang atau Pelaksana Pekerjaan:
a. Pada Kantor Pusat

1. Untuk penetapan pemenang atau pelaksana pekerlaan denoan nilai sampai dengan
Rps.000.000.000,- (lima miliar rupiah) merupakan wewenana Fenvelenagara kecuali
urituk Penaadaan Barang sampai dengan nilal Rp500.000,000 - (lima ratus juta rupiah);

2. Untuk penelapan pelaksana pekerjgan atau pemenang dengan nilal di atas
Rp5.000.000.000,- (lima millar rupiah) sampal dengan Rp500.000.000.000,- (lima
ralus  miliar rupiah} merupaken wewenang Penyeslenggara setelah mendapat
persatujuan dari Direktur Penyelenggara;

3. Untuk penetapen pemenang atau pelaksana pekerjaan  di atas  nilai
RpS00.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) merupakan wewenang Direktur
Penyelenggara setelah mendapat persetujuan dari Direktur Utama.

b. Pada Kantor Cabang
Urntuk penetapan pemenang atau pelaksana pehkerjaan dengan nilai sampai dengan
Rp2.000.000.000,- ¢(dua miliar rupiah) merupakan wewenang Penvelenggara setelah
mendapat persetujuan darn General Manager!
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(4} Wewenang Penandatanganan Surat Perjanjian atau Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat

(53

(6

(N

(23

A

3

FPesanain:

a. Pada Kantor Pusat

1.

Surat Pesanan Pengadaan Barang, atau Surat Parintah Kerja (SPK) untuk Pskerjaan
Konstruksi, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya. dengan nilai sampai dengan
RpS00.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Kepala Unit Pengguna;
Surat Perjanjian untuk Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi dan
Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp500.000.000- (lima ratus juta rupiah) sampal
dengan RpS5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ditandatangani oleh kepala Unit
Pengguna;

Surat Perjanjian dengan nilal di atas Rp5.000.000.000.- (lima miliar rupiah) sampal
dengan Rp5s00.000.000,000,- (lIima ratus miliar rupiah) ditandatangani oleh:

a) Direktur Pengguna; atau

b))  Direktur iain setelah mendapat kuasa dari Direktur Utama,

Surat Perjanjian dengan nilai di atas Rp500.000.000.000,- {lima ratus miliar rupiah)
ditandatangani olah:

a) Direktur Utama; atau

b) Direktur Pengguna atau Direktur lain setelah mendapat kuasa dari Direktur Utama;

b. Pada Kantor Cabang !

s

Surat Pesanan Pengacaan Barang, atau Surat Perintah Kerja [(SPK) untuk Pekerjaan
Konstruksi, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnnya, dengan nilai sampal dengan
REp500.000.000- (lima ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Seneral Manager dengan
ketentuan General Manager dapat member! kuasa ateu pendelegasian kewenangan
kepada Unit Pengguna untuk menandatangani Surat Pesanan atau Surat Perintah Kerja
(SPK) untuk nilal tertentu;

Surat Perjanjian untuk Pengadaan Barang, FPekerjaan Konstruks!, Jasa Konsultans| dan
Jasa Lalnnya dengan nilal di atas Rps00.C00.000,- (lima ratus Juta rupiah) sampai
dengan RpS00.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) ditandatangan| cleh General
Manager:

Surat Perjanjian dengan niiai di atas RpS500.000.000.0Q00,- {lima ratus miliar rupiah)
ditandatangani oleh General Manager setelah mendapat persetujuan darl Direktur
Utama.

c. Untuk Panandatanganan Surat Perjanjian, Surat Perintah Kerja (SPK) yvang dilaksanakan oleh
Lembaga Profesional, wewenang Penandatanganan sesual dengan peraturan yang berlaku
darl pihak yang mengajukan permohonan Pemilihan Penvedia;

Dalam hal Direktur Penyelenggara sebagai Pengguna, maka pengajuan permechonan Pemilihan
Penyedia dilakukan oleh Direktur Pengguna kepada Direktur yang bertanggungjawab di bidang
Manajermen Risiko dan Penvelenggara dapat melakukan proses Pemilihan Penyedia setelah
mendapat perintah dari Direktur yang bertangoungjawab di bidang Manajemen Risiko tersebut,

Dalam hal pihak yang menandatangani Surat Perjanjian atau Surat Perintah Herja (5PK) atau Surat
FPesanan sebagaimana dimaksud ayat (4) berhalangan, maka penandatanganan Surat Perjanjian
atau Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Pesanan dapat dilakukan oleh palaksana tugas atau
penerima kuasa dari plhak yang berhalangan tersebut.

Pa=al 11
Jenis Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang dan Jasa dalam Surat Keputusan Direksi ini meliputi:
a, Barang,

b.  Pekerjaan Konstruksi;

L. Jasa Kansultansi; dan

d. Jasa Lainnya.

Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
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Pasal 12
Tatacara Fengadaan Barang dan Jasa

Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan melalui;
a. Swakelola dan/atau
b. Penyedia,

Pengadaan melalul Swakelola dilakukan secara langsung oleh Pengguna untuk Pengadaan
Barang dan Jasa dengan nilai sampal dengan Rp50.000.000 - (lima puluh juta rupiah);

Pengacdaan Barang dan Jasa melalui Penyedia dilakukan melalui proses Pemilinan Penyedia
dengan metode sebagal berikut

a, Tender}'Seleksi Lrmum;

b. Tender Terbatas/Seleksi Terbatas;

c. Penunjukan Langsung;

d. Pengadaan Langsung,

Proses Pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud avat (23 huruf a, b dan ¢ dilakukan secara
elektronik kecuall diatur lain dalam petunjuk teknis pengadaan barang dan jasa secara elektronik;

Dokumen Pemilinan Penyadia dan dokumen penawaran terkait dengan Pengadaan Barang dan
Jasa yvang dibuat/di upload melalui system e-Pracurement dinyatakan sebagai bulkt vang sah;

Pekerjaan yang memenuhi syarat untuk dilakukan dengan metode Psngadaan Langsung,

Penunjukan Langsung atau Tender Terbatas/Seleksl Terbatas, dapat dilakukan dengan metode

yang lebih tinggi dari metode dimaksud apabila;

a. Tidak diketahui Pelaku Usaha yang akan diundang untuk metode Penunjukan Langsung atau
Tender Terbatas/Seleksi Terbatas, dan/atau

b. Atas justifikasl Pengguna dengan mengutamakan prinsip kompetitif,

Dalam proses Pemilihan Penyedia, Penyelenggara dapat melakukan perpanjangan wakiu
penyampaian dokumen penawaran apakila terdapat permintaan dari seluruh Peserta/Calon
Penyedia dan/atau diperlukan Penyelenaggara untuk dilakukan perpanjangan waktu penyampaian
dokumen penawaran.

Faszal 13
Tender/Seleksl Umum

Tender/Selsksi Umum adalah metode Pemilihan FPenvedia vyang dilaksanakan dengan
mengumumkan secara luas sekurang-kurangnya pada 1 {satu) surat kabar skala nasional dan/atau
website rasmi FPerusahaan guna memoerikan informasi kepada Pelaku Usaha yang memenuhi
persyaratan dengan kategori sebagai berikut:
a. Tender dilaksanakan untuk keglatan pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa
Lainnya;
b,  Seleksi Umum dilaksanakan untuk kegiatan pengadaan Jasa Konsultansi,
¢, Tender/Seleksi Umum dilaksanakan denoan metode penyampaian dakumen penawaran’
13 1 (satu) Tahap;
2) 2 (dua) Tahap.

Ketentuan Persyaratan Tender/Seleksi Umum (1 Tahap)

a.  Peserta/Calon Penyedia yang lulus evaluasi pendaftaran (verifikasi, klarifikasi dan/atau
kanfirmasi) Tender/Seleksi Umum minimal 3 (tiga);

b, Peserta/Calon Penyedia yang menyampaikan Dokumen Penawaran (Dokumen Persyaratan
Administrasi Tambahan, Kualifikast, Teknis dan Penawaran Harga) dan dinyatakan lenagkap
minimal 2 {dua);

¢ Peserta/Calon Penyedia vang lulus evaluasi Dokumen Persyaratan Administrasi Tambahan,
Kualifikasi, dan Teknis minimal 2 (dua); dan

d. Peserta/Calon Penyedia yvang lulus evaluasi Dokumen Penawaran Harga minimal 1 (satu).
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(3) Ketentuan Persyaratan Tender/Seleksi Umum (2 Tahap)

a. Peserta/Calon Penyedia vang lulus evaluasi pendaftaran (verifikasi, klarifikasi dan/atau
konfirmasi) Tender/Seleksi Umum minimal 3 (tiga);

b. Peserta/Calon Penyedia vana menyampaikan Dokumen Penawaran Tahap Pertama
{Dokumen Persyaratan Administrasi Tambahan, Kualifikasi, Teknis Umum) dan dinyatakan
lenakap minimal 2 (dua);

¢, Peserta/Calon Penyedia yang lulus evaluasi Dokumen Penawaran Tahap Pertama minimal 2
(dua);

d.  Peserta/Calon Penyedia vang menyampaikan Dokumen Penawaran Tahap Kedua (Dokumen
Teknis Detail dan Penawaran Harga) dan dinyatakan lengkap minimal 2 (dua};

e, Peserta/Calon Penyedia vang lulus evaluasi Dokumen Penawaran (Teknis Detail) Tahap
Kedua minimal 2 (dua): dan

.  Peserla/Calon Penyedia yang lulus evaluasi Dokumen Penawaran (Penawaran Harga) Tahap
Kedua minimal 1 (satu).

{4) Penyebab Tender/Seleksi Umum Gagal apabila;

Tidak memenuhi ketentuan pada ayat (2) atau (3) Pasal ini;

Seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

Seluruh Peserta/Calon Penyedia terlibat praktek persaingan tidak sehat;
KN melibatkan Penyelenggara dan/atau Pengguna; atau

Megosiasi tidak tercapai.

capoTo

(5) Dalam hal Tender/Seleksi Umum dinyatakan gagal maka proses pemilihan penyedia selanjutnya
dilakukan melalui Tender Ulang/Seleksi Umum Ulang.

(6) Kelentuan Persyaratan Tender Ulang/Seleksi Urnum Ulang (1 tahap)

a. Peserta/Calon Penvedia vang lulus evaluasi pendaftaran (verifikasi klarifikasi dan/atau
konfirmasi) Tender/Seleksi Umnum minimal 2 {dua);

b, Peserta/Calon Penyedia yang menyampaikan Dokumen Penawaran dan dinyatakan lengkap
minimal 2’ (dua);

¢. Peserta/Calon Penyedia yang lulus evaluasi Dokumen Persyaratan Adminictrasi Tambahan,
Kualifikasl, dan Teknis minimal 2 {dua); dan

d. Peserta/Caion Penyedia yang lulus evaluasi Dokumen Penawaran Haroa minimal 1 {satu).

(7} Kaetentuan FPersyaratan Tender Ulang/Seleksl Umum Ulang (2 tahap)

a. Peserta/Calon Penyedia yang lulus evaluasl pendaftaran (verifikasi, klarifikasi dan/atau
konfirmasi) Tender/Seleksi Umum minimal 2 (dua);

. Peserta/Calon Penyedia yang menyampaikan Dokumen Penawaran Tahap Pertama
(Dokumen Persyaratan Administrasi Tambahan, Kuzlifikasi, Teknis Umum) dan dinyatakan
lengkap minimal 2 (dual;

c. Peserta/Calon Penyedia yang lulus evaluasi Dokumen Penawaran Tahap Pertama minimal 2
(dua);

d. Peserta/Calon Penyedia yang menyampaikan Dekumen Penawaran Tahap Kedua (Dokumen
Teknis Detail dan Penawaran Harga) dan dinyatakan lengkap minimal 2 (dual;

a. Peserta/Calon Panyedia yvang lulus evaluasi Dokumen Penawaran (Teknis Detaill) Tahap
Kedua minimal 2 {dua); dan

f. Paserta/Calon Penyedia yvang lulus evaluasi Dokumen Penawaran (Penawaran Harga) Tahap
Kedua minimal 1 (satu).

(B} MNegosiasi dalam Tender/Seleksi Umum dan Tender Ulang/Seleksi Umum Ulang dilakukan secara
berjenjang sampal adanya kesepakatan memperoleh harga dibawah atau sama denoan HPS/CE
kepada calon pemenang dengan ketentuan:

a. Untuk evaluasi dengan sistem nilai, kualitas dan biaya serta kualitas, negosiasl dimulai darl
calon pemenang dengan nilal hasil evaluasi akhir tertinagi;

B, Untuk evaluasl deraan sistem harga/biaya terendah atau penilaian biaya selama umur
ekonamis, negesiasl dimulai dari calon pemenang dengan penawaran terendah,

{9y Dalarmn hal Tender Ulang/Seleksi Umum Ulang dinvatakan gagal, maka seluruh dokumen

dikembalikan kepada Pengguna untuk dilakukan reviu atau dapat dilakulkan metode Penunjukan
Langsung atas justifikas: dari Direktur Pengguna.
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Pasal 14
Tender Terbatas/Seleksi Terbatas

Tender Terbatas/Seleksi Terbatas adalah metode Pemilihan Penyedia vang dilaksanakan dangan

mengundang Pelaku Usaha Terseleksl vang sesuai bidang/sub-bidang di dalam Daftar Pelaky

Usaha Terseleksi (DPUT) dengan kategori sebagal berikut:

a. Tender Terbatas dilaksanakan untuk kegiatan pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruks|, dan
Jasa Lainnya;

b. Seleksi Tercatas dilaksanakan untuk kegiatan pengadaan Jasa Konsultansi,

Ketentuan Persyaratan Tender Terbatas/Seleksi Terbatas

a. Pelaku Usaha Terseleksi yang diundang minimal 2 {(dua};

b. Peserta/Calon Penyedia yang menyampalkan Dokumen Penawaran dan dinyatakan lengkap
minimal 2 {(dua);

. Peserta/Calon Penyedia yang lulus evaluasi Dokumen Persyaratan administrasi Tambahan,
Kualifikasi, dan Teknis minimal 2 {dua); dan

d. Peserta/Calon Penyedia yang lulus evaluasi Dokumen Penawaran Harga minimal 1 (satu).

Penyebab Tender Terbatas/Seleks! Terbatas Gagal

a. Tidak memenuhi ketentuan pada avat (2] Pasal inj;

b. Seluruh peserta terlibat Kerupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKMN);

€. Seluruh Peserta/Calon Penvedia terlibat praktek persaingan tidak sehat:
d. KKN melibatkan Penyelenggara dan/atau Pengguna; atau

e. MNegosiasi tidak tercapai.

Dalam hal Tender Terbatas/Seleksi Terbatas dinvatakan gagal maka proses pemilinan penvedia
selanjutnya dilakukan melalul Tender Terbatas Ulang/Seleks| Terbalas Ulang,

Ketantuan Persyaratan Tender Terbatas Ulang/Seleksi Terbatas Ulang

a. Pelaku Usaha Terseleksi yang diundang minimal 2 (dua);

b. Peserta/Calon Penyedia yang menyampaikan Dokumen Penawaran dan dinvatakan lengkap
minimal 2 (dua);

. Peserta/Calon Penyedia yang lulus evaluasi Dokumen Persyaratan Administrasi Tambahan,
Kualifikasi, dan Teknis minimal T (satu); dan

d. Peserta/Calon Penyedia yang lulus evaluasi Dokurmen Penawaran Harga minimal 1 (satu).

MNegosiasi dalam Tender Terbatas/Seleksi Terbatas dan Tender Terbatas Ulang/Seleksi Terbatas

Ulang dilakukan secara berjanjang sampal adanya kesepakatan memperclen harga dibawah atau

sama dengan HRS/OE kepada calen pemenang dengan ketentuan:

a. \UJntuk evaluas| dengan sistem nilal, kualitas dan biaya serta kualitas, negosias| dimulai dari
calon pemenang dengan nilai hasil avaluasi akhir tertinggi;

b,  Untuk evaluasi dengan sistem harga/blava terendah atau penilaian biaya selama umur
skonomis, negosiasi dimulal dari ealon pemenang dengan penawaran terendah,

Dalam hal Tender Terbatas Ulang/Selaksi Terbatas Ulang dinyatakan gagal, maka seluruh
dokumen dikembalikan kepada Pengguna atau dapat dilakukan metode Penunjukan Langsung
atas justifilkasi dari Direktur Pengguna.

Dalam hal Tender Terbatas/Seleksi Terbatas, Pengguna telah mengusulkan Pelaku Usaha yang
diundang, maka Fenvelenggara dapat menambah Pelaku Usaha lain yang akan diundang dari
Daftar Palaku Usaha Terseleks| (DPUT).

Pasal 15
Penunjukan Langsung

Penunjukan Langsung adalah metode Pemilihan Penyedia dengan ketentuan menunjulk 1 (satu)
Pelaku Usaha yang memenuhl kriteria persyaratan Penunjukan Langsung, berdasarkan justifikasi
dari Pengguna yang telah disetujui aleh Direktur Pengguna atau General Manager atau melalui
beguty contest ovleh Pengguna,

5 AE A7 aa

T AT ler



22

(2} Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ¢i atas dapat dilakukan apabila
memenuhi minimal salah satu dari persyaratan sebagal berikut

a. Barang dan Jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama perusahaan dan tidak dapat ditunda
keberadaannya (business critical asset);

b. Hanya terdapat satu Penyedia Barang dan Jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sesual
kebutuhan pengguna (user reguirement) atau sesual dengan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku,

¢, Barang dan Jasa vang bersifat knowledge intensive dimana untuk menggunakan dan
memelihara produk tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari Penyedia
Barang dan Jasa;

d. Bila pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan menggunakan cara Tender/ Seleks
Umum atau Tender Terbatas/ Seleksi Terbatas telah 2 (dua) kali dilakukan dan tidak
mendapatkan Penyedia Barang dan Jasa yang dibutuhkan atau tidak ada pihak yang
memenuhi kriteria atau tidak ada pihak vang mendgikuti Tender/Seleks! Umum;

#. Barang dan jasa yang dimiliki oleh pemegang hak atas kekayaan intelektual (HAKID atau yang
rmemiliki jaminan (warranty) dari Criginal Eguiprment Manufacture;

f. Penanganan darurat untuk keamanan, keselamatan masyarakat, dan aset strategls
perusanaan;

g. Barang dan |asa yang merupakan pembelian berulang (repeat order) sepanjang harga yang
ditawarkan menauntungkan dengan tidak mengortankan kuzlitas barang dan jasa;

k. Penanganan darurat akibat bencana alam, balk yang bersifat lckal maupun nasional (force
mafeurel;

i. Barang dan Jasa lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak
dapat dipecah-pecah dari pekerjaan vang sudah dilaksanakan sebelumnya;

i Penyedia Barang dan Jasa adalah BUMN, Anak Perusahaan atau Perusahaan Terafiliasi
BUMN sepanjang kuslitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan dan Barang
dan Jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidana usaha dari
Penyedia Barang dan Jasa bercanakutan;

k. Konsultan yang tidak direncanakan sabelumnya untuk menghadapi permasalahan tertentu
yang sifat pelaksanaan pekerjaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;

. Pengadaan Barang dengan nilai di atas Rp500.0C0.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai
dengan Rpl.000.0000.000.- (satu miliar rupiah} dan Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi
dan Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rpl.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

(2} Pelaksanaan pekerjaan darurat dan jasa konsultansi di bidang hukum/advokat yang tidak
direncanakan sebelumnya untuk menghadapi permasalahan tertentu yang sifat pelaksanaannya
harus segera dan tidak dapat ditunda. dapat dilakukan secara paralel dan simultan dengan proses
penunjukan langsung.

Pasal 16
Pengadaan Langsung

Pemilinan Penyedia untuk Pengadaan Barang dengan metode Pengadaan Langsung, dilakukan

dengan syarat sebagal berikut :

a. Nilai tertentu sesuai dengan Pedoman pada Surat Keputusan Direksi ini;

b. Pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga
pasar, termasuk e-Purchasing.

Basal 17
Batasan Nilai Metode Pemilihan Penyadia

Batasan nilsi untuk proses Pemilihan Penyedia ditentukan sebagai berikut:

a. Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya diatas
Rp15.000.000.000,- (lima helas miliar rupiahy dilaksanakan dengan metode Tender/Seleks]
Umum;

b, Pengadaan Barang, Pakeriaan Konstruksi, Jasa Kaonsultansi dan Jasa Lainnya diatas
Rpl000.000.000,- (satu millar ruplah) sampai dengan Rpl5.000.000.000 (lima belas miliar)
dilaksanakan déngan metode Tender Terbatas/Seleksi Terbatas;
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Pengadaan Pekerjsan Konstruksi, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya dengan nilai sampai
REpl.000.000.000,- (satu miliar rupian) dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung;
Pengadaan Barang dengan nilal di atas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah; sampai dengan
Rpl.000.000.000,- {(satu miliar rupian) dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung;
Pengadaan Barang, Pekerjasan Kaonstruksi, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya diatas
REpl000.000.000,~ (satu miliar rupiah) sampai dengan nilai tidak terbatas dilskukan dengan
metode Penunjukan Langsung;

Fengadaan Barang dengan nilai sampai dengan RpS00.000.000,~ (lima ratus |uta rupiah)
dilakukan dengan metcde Pengadaan Langsung,

QOrang persecrangan dan/atau individual expert sampal denaan Rp300.000,000 - (tiga ratus juta
rupiah) dilakukan dengan metede Penunjukan Langsung,

Pasal 12
Metode Penyampalan dan Evaluasi Dokumen Penawaran

Metode penyampaian Dokurmen Penawaran dalam Pamilihan Penyedia Barang dan Jasa dilakukan
dengan;

a. 1 ({satu) file/sampul;

b. 2 (dua) file/sampul; atau

c. 2 (dua) tahap.

Metode evaluasi Dokumen Penawaran FPengadaan Bararng, Pekerjaan Konstruksi, atau Jasa

Lainnya dilakukan dengan;

a. Sistem nilal
Metode evaluasi sistern nilal digunakan untuk Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, atau
Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga dengan bobet teknis antara
50 sampai dengan 70 dan babat harga antara 30 sampai 40,

b:  Penilaian biaya selama umur elkenomis; atau
Metoda evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis digunakan untuk Fengadaan Barang,
Pekerjaan Konstruksi, atau Jasa Lainnya yang memperhitungkan faktor umur ekonamis,
harga, bilaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi
tertentu.

€. Harga terendah
Metode evaluasi harga terendah digunakan untuk Pengadaan Barang, Pelerjaan Kaonstruksi,
atau Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dazar penetapan pemenang di antara penawaran
yang memenuhl persyaratan teknis dengan ambang batas minimal yang ditentukan oleh
Pengguna adalah 70 dan nilal kriteria evaluasi teknis tidak ada O (nal) atau dapat
menggunakan pemenuhan persyaratan teknis sistem gugur (pass and faif).

Metode avaluasi penawaran Penyeadia Jaza Konsultansi diiakukan dengan:

a. Kualitas dan biaya;
Metode evaluasi kualitas dan biaya digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup
pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti
dalam Dokumen Teknis dengan bobot teknis antara 60 sampai dengan BO dan bobot harga
antara 20 sampai 40.

b. Kualitas, atau
Metode evaluas| kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis
tenaga ahli, dan waktu penyelacaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam
Dokumen Teknis atau untuk pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi Ferorangan.

c. Biaya terendah
Metode evaluasi biaya terendah hanya digunakan untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin
vang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan dengan ambang batas
minimal yang ditentukan aleh Pengguna adalah 80 dan nilai kriterla evaluasi teknis tidak ada
0 (nol) atau dapat menggunakan pemenuhan persyaratan teknis sistem gugur (pass and
fail),
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Pasal 19
Jdaminan

Jaminan Pengadaan Barang dan .Jasa berfungsi untuk pengendalian dan mitigasi resika atas
kemungkinan kegagalan atau terhambatnya proses pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa,
balk pada tahap proses Pemillhan Penyedia dan pelaksanakan Kontrak.

Jaminan dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa lerdiri atas ;
Jaminan Penawaran:

Jaminan Pelaksanaan;

Jaminan Pembayaran:

Jaminan Pemeliharaan;

Jaminan Uang Muka;

Jaminan Sanggah.

mpapTH

Jaminan dapat berupa bank garansl atau setoran tunai melalui transfer ke rekening kas
Perusahaan.

Jaminan berupa bank oaransi diterbitkan cleh bank BUMMN, kecuali untuk Feserta/Calon Fenyedia
atau Penyedia |uar negeri dapat diterbitkan oleh Bank Asing yang memiliki cabang atau
perwakilan di Indonesia,

Jaminan berupa bank garansi akan dibayar oleh pihak Penjamin apabila Peserta/Calon Penyedia
atau Penyedia tidak memenuhi kewajiban vang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan atau
dokumen Kontrak.

Bentuk Jaminan berupa bank garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat:

a. Tidak bersyarat;

b.  Muydah dicairkan; dan

. Harus dicairkan aleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat
perintah pencairan darl Perusahaan.

Jaminan psnawaran

a. Diberlakukan untuk Pengadaan Barang dan Pekerjaan Kanstruksi dengan nilai total HPS/OE
paling sedikil Rpl10.000.000.000,- (sepuluh miliar rugiah) vang dilakukan dengan metode
Tender atau Tender Terbatas.

b, Milai Jaminan penawaran minimal sebesar 5% (lima persen) darl HPS/CE,

¢. Jaminan pesnawaran paling lambat diberikan oleh Peserta/Calon Penyedia kepada
Perusahaan sebelum penyampaian Dokumen Penawaran,

d.  Bentuk Jaminan penawaran dapat berupa:

1. Bank garansi; atau
2. Setoran melalul transfer ke rekening Perusahaan.

&, Jaminan penawaran ditujukan kepada Perusahaan dengan masa berlaku paling kurang 30
(sembilan pulul) harl kalender.

f.  Jaminan penawaran dikembalikan |ika :

1. Peserta dinyatakan gugur atau tidak memenuhi syarat; atau
2. Pemenang telah menandatangani Surat Perjanjiian dan menyerahkan Jaminan
Pelaksanaan,

g. Jaminan penawaran menjadl milllk Perusahaan jika Peserta/Calon Penvedia mengundurkan
diri setelah mengajukan penawaran dan/atau ditetapkan sebagal pemenang atau terbukti
melakukan pelanggaran dalam proses Pemilihan Penyedia.

h. Werifikasi keabsahan Jaminan penawaran dilakukan oleh Penyelenggara.

I, Jaminan psnawaran tidak dikenakan kepada Peserta/Calon Penvedia yang merupakan
BUMN atau eks BUMN dan Anak Perusahaan.
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{8) Jaminan pelaksanaan

a. Jaminan pelaksanaan diberlakukan untuk Pemilihan Penyedia dengan nilai di atas
Rp1.000.000.000,- (satu millar rupiah).

b. Jaminan pelaksanaan diserahkan sebelum penandatanganan Kontrak,

c. Bentuk Jaminan pelaksanaan dapat berupa:

1.  Bank garansi; atau
2. Setoran melalul transfer ke rekening Perusahaan.

d. Nilai Jaminan pelaksanaan minimal sebeasar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak dengan masa
berlaku mengcover Jangka waktu pelaksanaan pekerjzan ditambah 50 (lima puluh) hari
kalender untuk proses administrasi,

e. Apabila nilai Kontrak dibawah BC% (delapan puluh persen) dari HPS/0E, maka nilai Jaminan
pelaksanaan minimal sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS/OE dengan masa berlaku
mengcover jangka waktu pelaksanaan pekeriaan ditambah 50 (lima puluh) hari kalender
untuk proses administrasi.

f. Dalam hal Penyedia tidak bersedia menverahkan jaminan sesuai ketentuan huruf e maka
penawaran Penyedia tersebut dinyatakan gugur.

g. Jaminan pelaksanaan akan dikembalikan setelah pelaksanaan pakerjaan selasai 100% dan
ditandatanganinya berita acara serah terima pekerjaan.

h. Dalam hal terjadinya penambahan waktu dan/atau biaya pekerjaan, maka Jaminan
pelaksanaan berupa bank garansi harus disesuaikan baik masa berlaku dan/atau nilainya.

i Verifikasi keabsahan Jaminan pelaksanaan dilakukan cleh Penvelenggara.

i Pengguna wajib memastikan berlakunya Jaminan pelaksanaan berupa bank garansi selama
jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

k. Jaminan pelaksanaan tidak diberlakukan dalarm hal memenuhi salah satu kriteria sebagai

berikut;
1.  Penyedia merupakan Anak Perusahaan dalam semua proses metode Pemilihan
Penyedia;

2. Pekerlaan sewa vang fisik barangnya dikuasai oleh Perusahaan dan/atau pembelian
kendaraan bermotar secara inden;

3. Pelaksanaan pekerjaan yang kurang dari 1 (satu) bulan;

4. Pemlllhan Penyedia yang bernilal sampal dengan Rpl.000.000 000~ (satu miliar
rupiah);

5. Jasa Konsultansi;

6. Pemilihan Penyedia melalul e-Furchasing,; atau

7. Pekerjaan darurat yang dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung,

L Diiraktur Pengguna atau General Manager dapat memberikan pengecualian selain kriteria
sebagalimana huruf k dengan justifikasi dan hanya diberikan dalam proses Pemilinan
Penyedia dengan metode Penunjukan Langsung.

() Jaminan pembayaran

a. Jaminan pembayaran diberlakukan unluk menjamin pembayaran secara bertahap, kecuali
pekerjaan konstruksi dan pekerjaan vang fisiknya berada dalam penguasaan Perusahaan.

b, Bentuk Jaminan pembayaran berupa bank garansi yang diterbitkan oleh bank BUMN,

Jaminan permbavaran diserahkan sebelum pembayaran angsuran.

Nilal Jaminan pembayaran minimal sebesar nilai (angsuran) pembayaran denzan masa

berlaku mengcover (sisa) Jangka waktiu pelaksanan pekerjsan ditambah 50 (lima pulub) har

kalender,

e. Dalam hal terjadi penambahan waktu dan/atau nilai kentrak, maka Jaminan pembayaran
harus disesuaikan balk masa berlaku dan/atau nilainya.

f.  Verifikasi keabsshan Jaminan pembayaran dilakukan eleh Unit Keuanoan.

g. Pengguna wallb memastikan berlakunya Jaminan pembayaran selama jangka waklu
pelaksanaan pekerjaan.

h.  Jaminan pembayaran tidak dikenakan kepada Penyedia merupakan Anak Perusahaan dalam
semua proses metode Pemillhan Penvedia;

i, Direktur Penaguna atau General Manager dapat memberikan pengecualian kepada Penyedia
selain sebagaimana kriteria huruf h dengan Justifikasi dan hanya diberikan dalam proses
Pemilihan Penyedia dengan metode Penunjukan Langsung.
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(18} Jaminan pemeiiharaan
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a.
b
C.

Nilai Jaminan pemeliharaan ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak

Bentuk Jaminan pemelifaraan berupa bank garansi.

Jaminan pemelinaraan diserahkan sebelum dilakukan pembayaran dengan progress fisik
pekerjaan mencapai 100% dengan masa berlaku minimal sama dengan jangka waltu
pemeliharaan,

Verifikasi Jaminan pemeliharaan wajib dilakukan oleh Unit Keuangan.

Fengguna wajib memastikan berlakunya Jaminan pemeliharaan berupa bank garansi selama
iangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

Jaminan pemelinaraan akan dikembalikan kepada Penyedia setelah berakhirnya masa
pemelinaraan yang dinyatakan dalam berita acara,

Jaminan pemeliharaan tidak dikenakan kepada Penyedia merupakan Anak Perusahaan
dalam semua proses metode Pemilihan Penvedia;

Cirektur Pengguna atau General Manager dapat memberikan pengecuallan kepada Penyedia
celain sebagaimana kriteria huruf | dengan justifikasi dan hanya diberikan dalam proses
Pemilihan Penyedia dengan metode Penunjukan Langsung.

Jaminan uang muka

a.

®oe-m

o

Jaminan uang muka diberlakukan kepada Penyedia yang menerima uang muka untuk
melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa.

Nilai Jaminan uang muka, minimal sama dengan nilal uang muka yang diberikan,

Jaminan uang muka berupa kank garansl.

Masa berlaku Jaminan uang muka tidak kurang dari waktu pengembalian uang muka.
Jaminan uang muka akan dikembalikan setelah Penyedia membayar uang muka vang di
potongkan secara proporsional pada setiap termin pembayaran;

Jaminan uang muka akan dlkemballkan setelah Penyedia menyelesaikan pelunasan
pengembalian uang muka, angsuran pelunasan uang muka akan dipotong secara
proparsional pada setiap termin pembayaran;

Dalam hal terjadi penambahan waktu pelaksanaan peksrjaan, maka Jaminan uang muka
berupa bank garansi harus disesuaikan masa berlakunya.

Verifikasi Jaminan uang muka dilakukan oleh Unit Keuangan.

Pengguna wajib memastikan berlakunya Jaminan vang muka berupa bank garansl selama
jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

Jaminan uang muka tidak dikenakan kepada Penyedia merupakan Anak Perusahaan dalam
semua proses metade Pemilihan Penyedia;

Direktur Pengguna atau General Manager dapat memberikan pengecualian kepada Penyedia
selain sebagaimana huruf k dengan justifikasi dan hanya diberikan dalam proses Pemilihan
Penyedia dengan metade Penunjukan Langsundg.

Jaminan Sanggah

a.

PRl Wl

Jaminan sanggah diberlakukan kepada Peserta/Calon Penyved|a yang mengajukan sanggah
terhadap pengumuman pemenang Tender/Seleks! Umum.

Jaminan sanggah dikenakan untulk Pekerjaan Konstruksi.

Milal Jaminan sanggah sama dengan nilal Jaminan penawaran,

Bentuk jaminan sanggah berupa setoran melalul transfer ke rekening Perusahaan.

Jaminan sanggah dikembalikan kepada penyanggah apabila sanggahan Lerbukli.

Jarminan sanggah menjadi milik Perusahaan apakila sanggahan tidak benar/tidak terbukti,
Identitas pihak-pihak vang melakukan sanggahan harus tercantum dalam landa ferima
Jaminan sanggah ke rekening Perusahaan.

Pasal 20
Jenis dan Bentuk Kontrak

Jenis Kontrak

d.

A4,

Jenis Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdirl atas
Lumsurn,

Harga Satuan;

Gabiungan Lumsum dan Harga Satuam;

Terima Jdadi { Turnkey); dan

Kontrak Payung,

R
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Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Kensultansi terdiri atas:

1. Lumsum;

2.  Waktu Penugasan; dan

3.  Kontrak Payung.

Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dan huruf b angka 1

merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap

dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai barikut;

1. semua risike sepenuhnya ditanggung cleh Penyedia;

2. berorientasi kepada keluaran; dan

3, pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yvang dihasilkan sesuai dangan
Kontrak,

wontrak Harga Satuan sebagalmana dimaksud pada huruf a angka 2 merupakan kontrak

Pengadaan Barang/ Pskerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap

untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas

penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan

sebagal berikut:

T volume atau kuantitas pekeriaannya masih bersifat perkirsan pada saat Kontrak
ditandatanganl;

2. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan;
dan

I, nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan disalesaikan,

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka

3 merupakan Kontrak PFengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang

merupakan gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang

diperjanjikan.

Kontrak Terima Jadi (Turnkey) sebagaimana dimaksud pada hurdf @ angka 4 merupakan

Wontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas

waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jdumlah harga pastl dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan

2. Pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam Kontrak.

Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada huruf a angka & dan huruf o angka 3 dapat

tberupa kontrak harga satuan dalam pericde waktu tertentu untuk Barang dan Jasa yang

belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak

ditandatanaani,

Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2

merupakan Kaontrak Jasa Keonsultansi untuk pekerjaan vang ruang lingkuprya belum bisa

didefinisikan dangan rinci dan/ atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelasaikan pekerjaan

belum bisa dipastikan.

Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa yang membeabani

lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat vang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:

L pekerjaan yang penyelesalannya lekbih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu)
Tahun Anggaran; atau

2.  pekerjazn yang memberikan manfaat lebih apakbila dikontrakkan untuk jangka waktu
lehih dari 1 {satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran.

Bentuk Kontrak

.

Eenluk Kontrak terdiri atas:

1. Bukti Pembelian/Pembayaran;

2. Kuitansi;

3. Surat Perintah Kerja (SPK);

4. Surat Perjanjian; dan/atau

5. Surat Pesanan.

Bukli pembslian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 digunakan untuk
Pengadaan Barang dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima ouluh juta rupiah).
Kuitansi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 digunakan untuk Pengadaan Barang
dan Jasa Lainnya denagan nilal paling banyak Rp250.000.000,00 {(dua ratus lima puluh juta
rupiak).

f.
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Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka S digunakan untuk Pengadaan
Barang dan Jasa melalui e-Furchasing alau pembelian melalui toko daring.

SPK sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 digunakan untuk Pekerjaan Konstruksi,
Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak RpS00.00C.000.0C (lima
ratus juta rupiah}.

Sural Perjanjian sebagaimana dimaksud huruf a angka 4 digunakan untuk Pengadsan
Barang, Pekerjaan Konstruksl, Jasa Konsultansl, dan Jasa Lalnnya derngan nilal di atas
Rp500.000.000,00 (lima ratus Juta rupiah),

(3) Ketentuan Surat Perjanjian dan SPK

2.

i

Surat Perjanjian atau SPK merupakan pernyataan secara tertulis antara kedua belah pihak
tentang suatu petbuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan
melaksanakan kewajiban.
Surat Perjanjian atau SPK wajib menggunakan bahasa Indonesia, kecuali’ yang melibatkan
Penyedia asing menggunakan 2 {dua) bahasa vaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Dalam hal terjad! perbedaan penafsiran antara bahasa Indenasia dan bahasa Inggris dalam
Surat Perjanjian Pengadaan Bararig dan Jasa Internasional, maka vang berlaku adalah
pengertian dalam bahasa Indonesia.
Surat Perjanjian dan 5PK ditandatangani di atas materai cleh:
1. Wakil dari Perusahaan
Direktur Utama, Direktur Pengguna, Kepaia Unit Pengguna atau General Manager sesua)
dengan kewenangannya sebagairmana diatur dalam Pasal 10 avat {4) Surat Keputusan
Direkst ini; dan
2. Wakll dari Penyedia
Fimpinan Penyedia sesuai dengan kewenangan anggaran dasar di perusahaannya.
Calam hal penandatangan Surat Perjarjian dan $PK sebagaimana dimaksud  huruf o
berhalangan, penandatanganan Surat Perjanjian dan SPK dapat dilakukan nleh kuasanva
atau pelaksana harian/pelaksana tugas sesual ketentuan anggaran dasarnya masing-masing,
Surat Perjanpan atau SPK harus sudah ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja terhitung sejak tanggal surat penetapan pemenang atau penctapan pelaksans
pekerj@an.
Dalam hal mulai pelaksanzan pekerjaan ditentukan berdasarkan tanggal Berita Acara Mulai
Kerja (BAMK), maka Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) harus sudah ditandatangani paling
lambat 20 (dua puluh} hari kerja setelah Surat Perjanjian atau SPK ditandatangani atau 20
{dua puluh) hari keria sejak penyerahan lokasi pekerjaan sebagal dasar memulal pelaksanaan
pekerj@an.
Surat Perjanjian atau SPK harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia.

4y Ketentuan lebih lanjut mengenal Perjanjian/SPK dan Pelaksanaan Perjanjian/SPK diatur lebihk
fanjut dalam Petunjuk Teknis.

(5) Pembuatan dan perubahan Surat Perjanjlan atau Surat Perintah Kerla (SPK) dilakukan melalul
Contract Management System (CMS),

{6} Perubahan isl Kontrak {(Addendum) dapat dilakukan dengan ketantuan sebagai berikut:

3,

A

Tersedlanya anggaran (bila terjadi penambahan biaya);

Adanya kesepakatan Pengguna dengan Penyedia;

Tidak melebihi 20% (dua puluh persen) darl harga yang tercantum dalam Kontrak awal;

Harga kerja tambah yvang melebihi 20% {dua puluh persen) dilaksanakan dengan Kontrak

baru;

Walktu pengajuan perubahan isi Kontrak (Addendum) kepada Penyalenggara dengan

ketentuan :

1. Dilaleukan sekurang-kurangnyva 5 (lima) hari kerja zebelum kontrak beralhir untuk
pekerjaan yang masa pelaksanaan pekerjaan kurang dari 6 (enam) bular;

2 Dilakukan sakurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum kontrak baerakhir untuk
pekerjaan yang masa pelaksanaan pekerjaan lebih dari 6 (enam) bulan;
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Dalam hal permochonan perubahan Kontrak (Addencum) diajukan melewati batas waktu
sebagaimana ditentukan pada ayat (€) huruf e, maka perubahan Kontrak (Addendum) dapal
dilakukan sebagai berikut ;

a. Untuk Addendum dengan nilai kontak awal sampai dengan Rp5.000.000.000 - (lima miliar
rupiah) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Kepala Unit Pengguna, Kepala Unit
Penyealenggara dan Kepala Unit Manajermen Risikc yang dituangkan dalam Berita Acara
Kesepakatan;

b.  Untuk Addendum dengan nilai kontak awal diatas Rp5.000.000.000,- {lima miliar rupiah)
dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Direktur Pengguna, Direktur Penyelenggara dan
Direktur Manajemen Risiko yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Direks|
(BAKD)

Penyelenggara harus meminta bantuan unit yang bertanggungjawab di bidang hukum untuk
melakukan reviu terhadap Draft Kontrak dan dokumen lain yang terkait dengan Kontrak dengan
katentuan sebagaimana tersebut di bawah ini
3. Kantor Pusat:

Bersifat kompleks dan/atau bernilal diatas Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah?.
. Cabang Perusahaan :

Bersifat kompleks dan/atau bernilai diatas Rp1.000.0C0.000,- (satu miliar rupiah).

Untuk pekerjaan prayek strategis nasional, proyek stralegis Perusahaan, maupun Kontrak dengan
nilai sekurang-kurangnya Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar ruplah), Penvelenggara harus
meminta bantuan atau melibatkan ahli hukum kontrak dan/atau instansi yang berwenang di
bidang hukurm untuk melakukan reviu terhadap Draft Kontrak serta dokumen lain yang terkait
dengan Kantrak.

Dalam rangka menerima hasil Pekerjaan Kanstruksl atau pekerjaan yang bersifat kompleks dan
beresiko tinggi dan/atau bernilai diatas Rp50.000.000.000,- (lima puluh millar rupiah) dari
FPenyedia, maka Direktur Pengguna dapat membentulk Panitia Pemeriksa Hasil Fekerjaan (FFHP)
dengan keanggotaan dari unsur internal Perusahaan dan/atau lembaga independen (konsultan
atau pihak lain yana ditunjuk),

Panitia Pemneriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan/atau Lembaoga independen, bertugas untuk
melakukan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan termasulk administrasi  pengujian
kualitas/kuantitas serah terima Pekerjaan Konstruksi atau vang bersifat kompleks dan beresiko

tinggi.

Pasal 21
Keadaan Kahar

Keadaan kahar dalam Konlrak Pencadaan Barang dan Jasa lidak terbatas pada:

a. Bencana alam;

b, Bencana non alam;

¢, Benhcana sosial:

d.  Demonstrasi/pemogokan;

e Kebakaran:

[,  Gangguanindustri lainnya sebagaimana dinyatakan melalul kepulusan Pemerintah;, dan/atau
0. Terjadi perubahan selisih kurs melebihi 25% selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yvang

dihitung oleh Penyedia.

Tidak termasuk keadaan kahar aclalah hal-hal merugikan vang disebabkan oleh perbuatan atau
kelalaian para pihak.

Dalam hal terjadl keadaan Kkahar/force majeure, salah satu pihak vang terkena dampak
memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari kalender sajak menvadarl atau seharUsnya menyadari atas terjadinya keadaan
kahar/force mafeure, dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar/force majeure vang
dikeluarkan oleh pihak/instansi yvang berwenand sesual ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku kecuali keadaan kahar/farce majeure tersebut diketahui secara publik,
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Dalarn hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kentrak dapat dihentikan dan dilanjutkan setelah
kendis! kahar berakhir. Dalam hal pelaksanaan Kentrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan
perubahan kontrak dan jangka waklu pernyvelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-
kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat keadaan kahar,

Calam hal pelaksanaan Kentrak dihentikan, para pihak menyelesaikan kewajlban yang telah
dilaksanakan. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesual dengan prestasl atau
kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapal.

Selama masa keadaan kahar, Jika Pengguna memerintahkaen secara tertulis kepada Penvedia
untuk sedapat mungkin meneruskan pekeriaan, maka Penyedia berhak untuk menerima
pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biava yang
wajar sesual dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam keadaan kahar.
Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak,

Kegagalan salah satu pihak memenuhi kewajiban yang disebutkan dalam Kontrak bukan
merupakan cidera janji/wanprestasi jika disebabkan aleh karena keadaan kahar.

Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang terjadl sebagal akibat keadaan kahar/force majeure
tidak dikenakan sanksi.

Setelah terjadinya keadaan kahar/force majeure, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang
dituangkan dalam perubahan Surat Perjanjlan atau SPK.

Fasal 22
Sanksi

Perbuatan atau Tindakan Peserta/Calon Penyedia yang dapat dikenakan Sanksi dalam

pelaksanaan Pemilihan Penyedia adalah:

a, Terindikasi mempengaruhi Penyelenggara atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk
dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung;

b. Terindikasi melakukan persekongkaolan dengan Peserta/Calon Penyedia lain untuk mengatur
narga penawaran:

¢, Terindikasi melakukan KKN dalam Pemilihan Penyedia,

d.  Menyampaikan dokumen dan/atau keterangan palsu/ftidak benar untuk memenuhi
persyaratan Pemilihan Penyedia;

e,  Mengundurkan diri atau tidak menandatangeani Kentrak dengan alasan yang tidak dapat
diterima setelah ditunjuk sebaga pemenang; atau

f.  Sanggahan tidak benar.

Perbuatan atau Tindakan Penyedla yvang dapat dikerakan Sanksi adalah ¢

a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan
kewajiban dalam masa pemealiharaan;

b.  Mengalihkan pelaksanzan pekerjaan utama dan/atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain

tanpa persetujuan Pengguna;

Menyebablkan kegagalan bangunan,

Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;

Menyerahkan Barang dan Jasa yang kualitasnva tidak sesual dengan Kontrak;

Menyerahkan Jaminan vang tidak dapat dicairkan; dan/atau

. Terlarmbat menyelesaikan Pekerjaan sesuai jangka waklu yang ditentukan di dalam Kontrak.

© e an

Sanksi atas perbuatan atau tindakan sebagaimana tersebut ayat (1) dan (2) dapat berupa:
3. Digugurkan dalam proses Pemillhan Penvedia;
b, Pencairan Jaminan;

<. Daftar Hitam;

d. Ganti kerugian;

2, Pemutusan kontrak; dan/atau

f. Denda.
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Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:

a.  Ayat (1) huruf a sampal dengan huruf d dikenakan sanksi digugurkan dalam gemilihan, sanksi
pencairan Jaminan Penawaran (jika ada), dan Sanksi Daftar Hitam selama 3 (tiga) tahun;

b, Ayat (1) huruf e dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran (jika ada) dan Sanksi Daftar
Hitam selama 2 {dua) takun;

c.  Ayat (1) huruf [ dikenakan Sanksi Daftar Hitarm selama 5 {lima) tahun;

d. Ayat (2) hurufa dan huruf b dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan (ika ada) atau
sanksi pencairan Jamminan Pemeliharaan (jika ada), ganti rugi, pemutusan Kontrak dan Sanksi
Daftar Hitam selama 3 (tiga) tahun;

2, Ayat {2) huruf c sampai dengan huruf e dikenakan sanksl ganti kerugian sebesar nilai
kerugian yang ditimbulkan;

f.Ayal [2) huruf f dikenalkan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian vang ditimbulkan dan
Sanksi Daftar Hitam selama 3 (tiga) tahun;

g.  Ayal (2) huruf g dikenakan sanksi denda kelerlambatan.

Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam avat (4) huruf g
ditetapkan sebesar 1%. (satu permil) dari nilal Kontrak atau nilai bagian Kentrak untuk setiap hari
keterlambatan.

Perpanjangan jangka waktu pelaksanasan pekerjaan sebagal akibat pelanggaran/wanprestasi
terhadap Kontrak tidak menghilangkan Sanksi denda atas keterlambatan penyvelasaian jangka
waktu pelaksanazan pekerjaan yang diperpanjang.

Dalam hal terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjzan, maka pengenaan denda dapat
diambil dari sejumlah uang vang dipotongkan dari pembayaran oleh Perusahaan,

Dalam hal pelaksanaan Pekerjaan Konstruks! dilakukan pengawasan oleh konsultan maka
Penvedia Pekerjaan Konstrukst bertanggung jawab atas penambahan biayva perpanjangan jangka
wakiu pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi, apabila jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi diperpanjang sebagai akibat kesalahan dari Penvedia Pekerjaan Konstruksi tersebut.

Fengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf ¢ ditetapkan eleh

Direktur Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut

a,  Menerbitkan pemberitahuan Sanksi Daftar Hitam (Black List) kepada Peserta/Calon
Penyedia atau Penyedia yang melakukan pelanggaran baik dalam proses Femilinan Penyedia
malpun dalam pelaksanaan pekerjaan, atas usulan :
1. Pengguna; atau
2. General Manager.

b. Sanksi Daftar Hitarm berlaku terhitung sejak tanggal pemieritshuan kepada Peserta/Calon
Penyedia atau Penyedia.

c.  Sanksi Daftar Hitam (Black List) berlaku baik terhadap perusahaan Paserta/Calon Penyedia,
atau Penyedia maupun pemilik dan pengurusnya.

Perusahaan dapat memanfaatkan daftar yang ada dari BUMM fain, Instansi Pemerintah, dan/atau
daftar terpublikas| lainnya atau untuk memanfaatkan data rekam Jejak penyedia dan/atau
menghindar] penggunaan Penyedia Barang dan Jasa vang masuk ke dalam Black List.

Perbuatan atau tindakan Peserta/Calon Penyedia pada proses Pemilihan Penvedia yang

dikenakan sanksi dalam proses katalog elektronik (e-Catafogue) berupa @

a.  Terindikasi mempengaruhi Penyelenggara atau pihak lain vang berwenang dalam benkuk
dan cara apaoun, baik langsung maupun tidak langsung;

b,  Terindikasi melakukan persekongkolan dengan Peserta/Calan Penyedia lain untuk mengatur
harga penawaran;

. Terindikasi melakukan KKN dalam Pemilihan Penyedia;

d. M™enyampaikan dokumen dan/atau keterangan palsu/tidak benar untuk  memenuhi
persyaratan Pamilihan Penyvedia;

e Mengundurkan diri atau tidak menandatangani Kentrak katalog dengan alasan yang tidak
dapat diterima setelah ditunjulk sebagai pemenang; atau

[. Sanggahan tidak benar.
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Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses transaksi Pengadan
Barang dan Jasa secara elektronik (e-Furchasing) berupa

a.  Tidak memenuhi kewajiban dalam Kontrak Katalog elektronik atau surat pesanan;

.  Menjual barang yang tercantum dalam Kontrak Katalog lebih murah kepada pihak iain.

Sanks| perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan ayat (12), dapat
berupa:

a.  Drgugurkan dalam Pemilihan Penyedia;

b. Daftar Hitam;

¢. Penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing,; dan/atau

d. Penurunan pencantuman Penyedia dar| katalog elekironik.

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:

a, Ayat (1) huruf a sampal dengan huruf © dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilinan dan
Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;

Ayat (113 huruf d dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 3 (tiga) tahun;

Ayat (1) huruf e dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 2 {dua) tahun;

Ayat (1) huruf f dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 5 (lima) tahun;

Avat (12) atas pelanggaran surat pesanan dikenakan sanksi penghentian sementara dalam
sistem transaksl e-Furchasing selama & (enam) bulan; atau

Avat (12) atas pelanggaran kontrak pada katalog elektronlk dikenakan sarksi penurunan
pencantuman Penyedia dari katalog elektronik selama 1 (satu) tabun.

paso

-y

Apabila dalam waktu yvana bersama Peserla/Calon Penyedia atau Penyedia dikenakan |ebih dari
1 (satu) sanksl daftar hitam (8lack List) dengan masa berlaku yang berbeda maka sanksl vang
dikenakan adalah yang terlama.

Pasal 23
Katalog Elektronik (e-Catalogue)

Katalog Elektronik (e-Catalogue} menerapkan prinsip-prinsip.

a. Tidak melakukan Pemilinan Penyedia untuk mendapatkan barang dan jasa yang produknya
telah tersedia ol dalam Katalog Elektronik (e-Catalogue);

Efisien, menghemat sumber daya (manusia, waktu dan biaya);

Transparan, spasifikasl teknis dan harga barang dan jasa;

Dapat memilih produk sesuai kebutuhan (sesuai kualitas, merk, fungsl dan layanan yang
diberikan);

Labih akuntabel, lebih menjamin ketenangan dalam melakukan pengadaan barang dan Jasa;
Mendukung pelaksanaan kebijakan/program pemerintah,

ano

o ®

Ketentuan Barang dan Jasa Katalog Elektronik (e-Catalogue)
a. Kriteria barang dan jasa Kataleg Elektronik (e-Catalogue) antara lain:
1. Barang dan jasa vang dibutuhikan oleh Pengguna atau beberapa Pengguna yang dapat
dilakukan Pengadaan Barang dan Jasa Bersama/Konsolidasi;
2. Barang dan jasa yang standar atau dapat distandarkan,; dan/atau
3. Barang dan jasa yang pemakalannya bersifat berulang/rutin,
b. Penyedia barang dan |asa Katalog Elektronik (e-Catalogue) adalah:
1. Prinsipal/Produsen/Pabrikan
2. Distributar/Distributor tunggal/Agen tunggal/Prinsipal supplier jika
Prinsipal/Produsen/Pabrikan tidak dapat melakukan transaksi secara langsung;
3. BUMMN, Anak Perusahaan SUMN, atau perusahaan Terafiliasi BUMN sepanjang
merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang/sub-kidang.
c. Pengelompckan klasifikasl barang dan jasa di dalam Katalog Elektronik (e-Calalogue)

berdasarkan:

1. Komoditas;

2,  Kategori;

3. Sub-Kategori;
4, Produk.
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Tahapan Pemkbuatan Kontrak Katalog

a. Direktur Pengouna membuat usulan barang dan jasa yang akan dituangkan dalam Kaontrak
Katalog dan ditayangkan dalam Katalog Elektronik (e-Catafogue) kepada Direktur
FPenyelenagara.

b, Direkiur Penyelenggara mendisposisikan usulan dimaksud kepada Penyelenggara yang
selanjutnva dilakukan persiapan Kontrak Katalog antara lain:

1. Pengelompokkan staging komediti;

2, Konsolidasi/Pengadaan Barang dan Jasa Bersama (jika ada usulan barang dan jasa yana
sarmna dengan Pengguna lain);

3. Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik (e-Carfalogue).

c. Melode Pemilihan Penyedia pada Katalog Elektronik (e-Catalogue) dikecualikan darl metode
Pemilihan Penvedia yang diatur dalam Pedoman ini, sehingga Penyelenggara dapat
mengumumkan secara luas atau mengundang atau menunjuk Peserta/Calon Penyedia yang
sesual kriteria dan dilakukan negosiasi harga di bawah harga pasar (public rate) berdasarkan
acuan/referensi haraa darl Pengguna;

d. 1 (satu) produk/sub-kategori/kategori/kemaoditas baranag dan |asa dengan spesifikasi teknis
vang sama dapat disediakan oleh 1 (satu) atau lekih Penyedia Katalog Elektronik (e-
Cataloguel;

e. Penyelenggara menyusun Kontrak Katalog yvang selanjutnya ditandatangani oleh Direktur
Penyelenggara yang memuat sekurang-kurangnya:

1.  Spesifikasi teknis barang dan jasa;

2. Merk/brand.

3,  Diskon lambahan disebabkan jumlah volume per tranzaksi {Jika ada),
4. Jangka waktu penavangan;

5, Waklu pengiriman (delivery time).

f.  Selanjutnva Penyedia menayangkan produlk barana dan jasa sebagaimana yang tertuang
dalam Kontrak Katalog dan telah dilakukan verifikasi oleh Penyelenagara ke dalam Katalog
Elektronik (e-Catalogua).

Pengelolaan Katalog Elektronik (e-Calalogue)
Penyelengaara melaksanakan pengelolaan Katalog Elektronik (e-Catalogue) antara lain sebagai
herikut:
a, Penayangan produk barang dan jasa di dalam Katalog Elektronik {e-Catalogue);
b. Pembuatan akun akses Katalog Elektronik (e-Catalogue) yang diberikan kegada Pengguna
atau Penvedia;
c. Perubahan Kontrak Katalog Elektromk (e-Catafogue) dapat dilakukan antara lain:
1.  Penambahan produk barang dan jasa
2. Perubahan harga:
2.  Perubahan jangka waktu penayangan;
4. Perubahan bersifat administrasi, seperti; pindah alamat Penyeadia, pergantian penaurus
Penyedia, perubahan korespeondensi, dsb.
d.  Penghentian/penurunan penayangan Katalog Eleklronik (e-Catalogue) atas usulan Direktur
Pengguna dan telah disetujui oleh Qirektur Penyelenggara.

Transaksi Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronlk (e-Purchasing) melalul Katalog

Elektronik (e-Catalogue) dengan ketentuan

a.  Pengguna pada Perusahaan, sesuai dengan ketentuan pada metode Pengadaan Langsung
atau Penunjukan Langsung.,

b, Pengguna pada Anak Perusahaan atau perusahaan lzin, sesual dangan metode pada
pedoman Pangadaan Barang dan Jasa yang berlaku di masing-masing perusanaan,

Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (e-Purchasing) diluar metode Pengadaan

Langsung penyusunan Surat Perfanjian atau Surat Perintah Kerja (SPK) disusun oleh
Penyeienggara.
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Pasal 24
Fengadaan Barang dan Jasa Bersama atau Konsolidas!

(13 Pengadaan Barang dan Jasa Bersama

a.

Untuk efisiensi dan efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa, Perusahaan dapat mengadakan
proses Pengadaan Barang dan Jasa Bersama dengan Anak Perusahaan dan/atau perusahaan
lain denoan ketentuan sebagai berikut ;

1. 1 ({satu) Penyedia sebagai pelaksana pekerjaan untuk 1 (=atu) Pengadaan Barang dan
Jasa vang dibiayai bersama cleh beberapa Pengguna;

2. Pengoabungan beberapa paket pekerjaan berdasarkan komoditas dan/atau kategori
dan/atau subkategori sejenis untuk kebutuhan beberapa Pengguna dengan Penyedia
dapat letzin dari 1 (satu)l.

Pengadaan Barang dan Jasa Bersama sebagaimana dimaksud ayat {1} Pasal ini dilaksanakan

berdasarkan kesepakatan bersama/bentuk kesepakatan tertulis lainnya yang ditandatangani

bersama oleh para pihak vang akan mengadakan Pengadaan Barang dan Jasa bersama.

Kesepakatan bersama/bentuk kesepakatan tertulis lainnya sebagaimana dimaksud huruf b

ayat (1) Pasal ini sekurang-kurangnya berisi antara lain:

1. Kesepakatan menunjuk pelaksana dan tempat pelaksanaan proses Pemilihan Penyedia;

2.  Kesepakatan mengenai peraturan Pengadaan Barang dan Jasa yang akan digunakan
dalam proses Pemilihan Penyedia;

3.  Kesepakaltan rmengenai beban biaya masing-masing Pengguna pada Pengadaan Barang
dan Jasa Bersama;

4, Penanggungjawab pada proses FPemilihan Penyedia, pelaksanaan pekerjaan,
pengawasan pekerjaan dan penerimaan hasil pekeriaan;

5, Menentukan pihak yang menandatangani Surat Peranjian dari masing-masing vang
membuat kesepakatan;

B, Tald cara pembayarannya.

Dalam hal Pemilinan Penyedia disepakati menggunakan Surat Keputusan Direksi ini maka

Sural Perjanjian ditandatangani cleh Penvedia dengan seluruh perusahan yana mengadakan

Pengadaan Barang dan Jasa secara bersama-sama atau Penyedia dengan masing-masing

perusahaan atau diwakilkan kepada salah satu perusahaan vang disepakat| berdasarkan

surat kuasa khusus,

Besaran biaya Pengadaan Barang dan Jasa, serah terima hasil pekerjaan dan tata cara

pembayarannya untuk masing-masing perusahaan vang mengadakan Pengadaan Barang

dan Jasa bersama akan dituangkan dalam Surat Perjanjian tersendiri antara Penvedia dan
masing-masing perusahaan yang mengadakan Pengadaan Barang dan Jasa Bersama.

{2) Konsalidasi

a.

Untuk efisiensi dan efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan dapat mengadakan
proses Pengadaan Barang dan Jasa secara Honsolidasi antara Kantor Pusat dan/fatau
beberapa Kantor Cabang di Kantor Pusat dengan ketentuan sebagai berikut |

1. 1(satu) Penyedia sebagai pelaksana pekerjaan untuk sustu pengadaan barang dan jasa
sejenis;

2 Penggabungan beberapa pahel pekeriaan berdasarkan komoditas dan/atau kategori
dan/atau subkategori sejenis untuk kebutuhan beberapa Pengguna dangan Penyedia
lebih dari 1 {satu).

Pengadaan Barang dan Jasa secara konsolidasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini

dilaksanakan berdasarkan Pengguna pada Kantor Pusat sebagai pihak yang mewakill proses

permoheonan kepada Penyelenggara.

Hasil proses Pemilihan Penvedia secara Konsalidasi dan rancangan Kontrak dilaporkan dan

diserahkan kepada Direktur Pengguna untuk selanjutnya disampaikan kepada masing-

masing Kantor Cabang sebagai Pengguna untuk memproses penandatangan dan
pelaksanaan Kontrak,

Proses penandatanganan kontrak dikoordinasikan ocleh Penyelenggara dan Pengguna pada

Kantor Cebang masing-masing.
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Pasal 25
Pengadaan Barang dan Jasa Tidak Mengikat

Perusahaan dapat melakukan proses Pemilihan Penvedia tidak mengikat yaitu proses Permilihan
Penyedia sebelum adanya penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) oleh Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pengguna menyampaikan kelengkapan dokumen untuk proses Pemilihan Penyedia untuk

Pengadaan Barang dan Jasa tidak mengikat dijelaskan kepada Peserta/Calon Penyedia dalam
pengumuman/undangan dan rapat pemberian penjelasan (Aanwiizing);
Proses Pemilihan Penyedia dilakukan sampai dengan sebelum proses penetapan pemenang

Peserta/Calon Penyedia membuat surat pernyataan untuk tunduk pada ketentuan Pengadaan
Barang dan Jasa tidak menaikat dan tidak akan menuntut dalam bentuk apapun kepada
Perusahaan apabila proses Pemilihan Penyedia terhadap Pengadaan Barang dan Jasa tidak

Penelapan pemenang pekerjaan dilakukan setelah ditetapkan/disahkannya RKAP oleh Rapat
Umum Permegang Saham (RUPS) Perusahaan dan SPPR/SPFB/PR diterima oleh Penyelenggara
dan/atau kesepakatan bersama Direksi Perusahaan yang menyatakan bahwa anggaran disiapkan
parusahaan yvang kemudian akan diusulkan dalam RKAP Perubahan; dan

Dalam hal anggaran untuk Pengadaan Barang dan Jasa tersebut tidak tersedia atau tidak cukup
tersedia dalam RKAP wvang diputuskan cleh RLPS Perusahaan, maka Pemilinan Penyedia
terhadap Pengadaan Barang dan Jasa dapat dibatalkan oleh Penyelenggara dan Peserta/Calon
Penyedia tidak dapat menuntut ganii rugi dalam bentuk apapun,

Pasal 26
Pengadaan Barang dan Jasa Internasional

Fengadaan Barang dan Jasa Internasional adalah Pengadaan Barang dan Jasa dengan
Peserta/Calon Penyedia yang berasal dari dalam negerl maupun luar negert,

Peserta/Calon Penvedia darl luar negeri yvang akan Ikut serta dalam pelaksanaan Pengadaan
Barang dan Jasa ini harus melakukan kerjasama usaha dalam bentuk kemitraan sub-kontrak
dengan perusahaan nasional yvang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan,

Felaksanaan Pengadsan Barang dan Jasa Internasional dapat dilaksanzakan dengan nilai;
a. Untuk Pekerjaan Konstruksi di atas Rp1.000.000.000.000,- ¢satu trillun rupiah);
b, Untuk Pengadaasn Barang dan Jasa Lainnye di atas Rpl00.000.000.000,-(seratus miliar

c.  Untuk Jasa Konsultansi di atas Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

Dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai pekerjaan di bawah atau sama dengan
sebagalmana avat (3) pasal Ini, maka pelaksanaan pengadaannya dapat dilaksanakan melalu
Pengadaan Barang dan Jasa Internasional dengan justifikasi dari Direkiur Pengguna.

Pasal 27
Pengadaan Barang dan Jasa Jangka Panjang

Pengadaan Barang dan Jasa Jangka Panjang dapat dilakukan antara lain untuk:
a. Pekerjaan vang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 {satu) Tahun

D, Pekerjaan vang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangks waktu lebih
darl 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran;

. Pekerjaan vang memeriukan investasi jangkes panjang; atau

d. Pekerjaan rutin vang harus tersedia di awal tahun.

Fengadaan Jangka Panjang sebiagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, termasuk namun tidak
terbatas pada penunjukan kepada Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia || (Persera) sebagal
penugasan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dalam rangka mendukung bisnis Perusahaan
dan Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia |l (Persera) lainnya;

a.
Pengadaan Barang dan Jasa ticdak menaikat,
b.
C.
pekerjaan;
d,
mengikat dibatalkan;
e,
f.
(1
(2)
£3)
rupiah); atau
4]
1
Anggaran:
€2}
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Pengadaan Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan untuk paling
lama 3 (tiga) Tahun Anggaran,

Untuk penaadaaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada avat (1), apakila digerlukan
Direksi dapat membuat formula penyesuaian harga tertentu (price adjustment) baik untuk
kenalkan maupun penurunan vang disesuaikan dengan kondisi pasar dan best practices yang
berlaki;

Direktur Pengguna atau General Manager mewakili Direksi untuk melakukan penyesuaian harga
tertentu (orice adiustment) sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pekerjaan yang akan dilakukan dengan perjanjian jangka panjang harus mendapat persetujuan
Direktur Pengguna atau General Mansger dan sssual dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perusahaan.

FPasal 28
Pekerjaan Konstruksi
Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Bufld)

Kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) antara lain:
a. Pehkerjaan Kompleks; atau
b. Pekerjaan mendesale.

Pekerjaan kompleks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 2 Pasal ini berupa pekerjaan yang

rmemenuhi kriteria;

a. Mempunyai risiko tinggl

b, Memeriukan teknaologl tinggi;

¢,  Menggunakan peralatan yang didesain khusus,

d. Memilikl kesulitan untuk didefinisikan secara teknis terkait cara memenuhi kebutuhan dan
tujuan pengadaan; dan/atau

2. Memiliki kondis| ketidakpastian {unforeseen condition) vanag tingal.

Pekerjaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat {13 huruf b Pasal [ni berupa peker|aan

wang memenuhi kriterial

a.  Secara ekonomi dan/atau sosial memberikan nilai manfaat lebih kepada masyarakat;

. Segera dimanfaatkan; dan

¢,  Pekerjaan perancangan dan pekerjgan konstruksi tidak cukup waktu untuk dilaksanakan
secara terpisah.

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Builoh
ditetapkan olah:

a. HKantor Pusat: Direktur Pengguna;

b. Kantor Cabang: General Manager.

Penyelenggaraan pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Builldd harus memeanuhi

persvaratan sebagai berikut:

a. Tersedia Konsultan Manajemen Kansbruksi sejak persiapan pengadaan sampai dengan serah
terima akhir hasil pekerjaan;

b, Tersedia dokumen vang paling sedikit berupa dokumen rancarnoan awal (basfc desion),
meliputi:

Data peta geclogi leknis lokasi pekerjaan;

Referens| data penyelidikan tanah/geoteknik untuk lokasi terdekat dengan pekeriaan;

Penetapan lingkup pekerjaan secara jelas dan terinci, kriteria desain, standar pekerjaan

vang berkaitan, standar mutu, dan ketentuan teknis pengaguna jasa lainnya;

Identifikasi dan alokasi risika proyek;

Identifikasi dan kebutuhan lahan: dan

Gambar dasar, gambar skematik, gambar potcngan, gambar tipikal, atau gamiar

lainnva vang mendukung lingkup pekerjaan; dan

¢. Tersedia alokasi waklu yang cukup unluk Peserta/Calen Penyedia dalam menyiapkan
dokumen penawaran vang ditetapkan oleh Pengguna dan dituangkan dalam Cokumen
FPemilihan.
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(6) Penetapan alckasi waktu sebagaimana dimaksud pada avat (5} huruf ¢ Pasal In| dilakukan dengan
mempgerhatikan;
a.  Lingkup pekerjaan dan layanan;

.  Persyaratan perizinan;

c.  Penyelidikan tanah;

d. Pengembangan desain;

e, |dentifikasi risiko: dan/atau

F FPenyusunan metode pelaksanaan konstruksi.

(7) RKS Teknis/KAK/TOR untuk Pekesrjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Bulld)
selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal B ayat (2), juga sekurang-kurangnya
harus memuat antara lain:

a. Rancangan awal (basic design);

b, Lingkup dan keluaran pekerjaan dan kriteria pengujian dan penerimaan keluaran,

o, Jumlah tenaga ahli parancang minimal yvang diperlukan;

o, lzin, persyaratan lingkungan, atau sertifikat yang harus diperoleh dalam penyusunan
rancangan dan pelaksanaan konstruksi;

e, Daftar tarif dan/atau harga penyusun kamponen pekerjaan (schedufe of rates); dan

f. Keterangan mengenai bagian pekerfaan yang memiliki kondisi ketidakpastian (unforeseen

condition) yang tinggl (khusus untuk kriteria pekerjaan kompleks yang memiliki kondisi
ketidakpastian (Unforeseen condition) vang tinggi).

(8) Bagian pekerjaan vang memlliki kondisi kKetidakpastian (unforeseen candition) yang tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat ¢7) huruf f dapat ditambahkan juga apabila pada saat
pelaksanaan pekerjaan ditemukan tambahan kandisl ketidakpastian (unforeseen condition) yang
tinggi dan dapat diberlakukan sebagai harga satuan dengan ketentuan:

a.  Memiliki desain tiglkal dari Pengaguna;
b. Memiliki daftar tarif dan/atau harga penyusun komponen pekerjaan (schedule of rates); dan
¢, [Diakibatkan oleh kandisi lapangan.

(2} Daftar tarif dan/atau harga penyusun komponen pekerjaan (schedule of rates) sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) huruf e tidak berlaku untuk bagian pekerjaan vang tidak ditetapkan
sebagal bagian pekerjaan yang memiliki kandisi ketidakpastian (Unforeseen condition) yang
tinzal.

{10} Metode dan proses Pemilihan Penyedia untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan
Bangun (Design and Build) pada prinsipnya mengikuti ketentuan di dalam Pedoman ini dan
Petunjuk Teknisnya, kecuali diatur khusus dalam Pasal ini, meliput! :

a. Metode evaluasi, terdiri dari ;
1. Sistemn nilai dengan ambang batas untuk pekerjaan kompleks; dan
2. Sistem harga terendah dengan ambang batas atau sistem nilai dengan ambang batas
untuk pekerjzan mendesak,
k. Penentuan bobot penilaian metode evaluasi sistem nilai dengan ambang batas sebagaimana
dimaksud pada huruf 2 ayat ini, dilakukan dengan ketentuan;
1. Pembobotan teknis antara 60% (enam pulub persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh
persen)d; dan
2. Pembobotan harga antara 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh
persen),

(1) Jenis Kontrak pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Buiio) adalah
berdasarkan pada Penawaran Harga Lumsum dan pembayarannya dapat berbentuk lumsum atau
gabungan lumsum dan harga satuan.

(122 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan
Bangun (Design and Buldd) dalam pasal ini mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
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Pasal 29
Haoefislen Preferensi untuk Pelaku Usaha Di Kanter Cabang

Dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, Perusahaan memberikan
kesempatan kepada Pelaku Usaha di Kantor Cabang untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan
Ferngadaan Barang dan Jasa di Kantor Cabang tersebut.

Pemberian kesempatan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan
memberikan koefisien preferensi dalam Tender/Seleksi Umum dengan tetap mengindahkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalarm hal pelaksanaan pekeriaan di Kantor Cabang dengan metode Tender Terbatas/Seleks
Terbatas maka Perusahaan mengutamakan untuk mengundang Pelaku Usaha Terseleksi yang
berkantor pusat di Provinsi Kantor Cabang tersebut kecual tidak adanya Pelaku Usaha Terseleksi
dimaksud vang memenuhi kualifikasi atau Pelaku Usaha yang ada tidak memenuhi jumlah batas
minimum yang dapat diundana.

Koefisien Preferensi (KP) sebagaimana dirnaksud ayat (2) diberikan sebesar maksimal 2% (dua
persen).

Hasil Evaluasi Akhir (HEA) adalah harga penawaran setelah diberikan koefisien preferensi dan
nanya dipergunakan untuk menentukan urutan calon pemenang dan tidak merubah harga
penawaran tersebut.

Penentuan permenang tetap mengacu pada metode Pemilihan Penyedia yana dilaksanakan,

Ketentuan sehagaimana vang diatur dalam pasal inl tidak barlaku untuk Pelaku Usaha yang
berkantor pusat dan pelaksanaan pekerjgannya dilakukan di DK Jakarta.

Pasal 30
Yendor Management System (VMS]

Pelaku Usaha yvang dapat mengikuti prases Pemilihan Penyedia dengan metode Tander/Seleksi
umum, Tender Terbatas/Seleks Terbatas dan Penunjukan Langsung harus telah masuk dalam
Daftar Pelaku Usaha Terseleksi (DPUT) di dalam Vendor Management System (VMS) dengan
status Activated,

Evaluasl pendaftaran Pelaku Usaha yang dilsksanakan oleh Penyelenggara meliputi klasifikasi,
kualifikasi, wverifikasi dokumen dan peninjauan lokasi/domisili kantor Pelaku Usaha (bila
diperlukan).

Penilaian kinerja Peserta/Calon Penyedia atau Penyedla dilaksanakan oleh :
a. Penyelenggara dalam proses Pemilihan Penyedia;
b, Pengguna dalam proses pelaksanaan pekerjaan.

Vendor Management Systern (VMS) selain dapal digunakan untuk kepentingan di lingkungan
Parusahaan dapat juga diakses dan/fatau digunakan oleh Anak Perusahaan.

Pasal 31
Contract Management System (CMS3)

Pengelolzan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik dilaksanakan melalui
Contract Management System (CMS) agar menjadi lebih efektif dan efisien, dimana seluruh
tahapan proses pembuatan Kontrak dapat termonitor secara sistem sehingga Kentrak dapat
termanitor dengan baik,

Area implamentasi CMS diberlakukan untuk Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia || (Persero)
beserta Kantar Cabang dan dapat dikembangkan ke Anak Ferusahaan dan/atau keluar area
perusahaan,

Ruang Lingkup penaelolaan kontrak melalui Contract Management Systern (CMS), meliputi
a. Pengunggahan draft Kontrak sesual dengan hasil Froses Pemillhan Penyedia Barang dan
Jasa pada aplikasi CMS;
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b. Pembuatan Keontrak dan Perubahan kontrak (Addendiim) dengan proses-proses yang terdir
dari;

13 Permintaan pembuatan Kontrak oleh Kepala Penyelenggara Pemilihan kepada Kepala
Penyelenggara Keontrak;

2} Pendelegasian Kontrak dan |nisiasi Kontrak oleh Kepala Penyelenggara Kontrak kepada
Staff Penyelenggara Kontrak;

3) MNegosiasi Kontrak;

4) Finalisasi Kontrak, pencetakan dokumen Surat Perjanjian/Kontrak atau  SPK,
penandatangan persetujuan Kontrak dan pengarsipan Kontrak dengan mengunggah ke
dalam sistern.

c. Administrasi kontrak dan Addendgum; dan
d. Meoenitering masa berlaku Kontrak dan Jaminan Pelaksanaan (jika acla),

Pengaturan labih lanjut terkait pelaksanaan pengelolaan Kontrak secara elektronik, akan diatur
dalam petunjuk teknis penggunaan aplikasi Contract Management Systermn (CMS).

Pasal 32
Ketentuan lain-lain

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa tertentu dapat dilakukan dengan pendampingan oleh
Instansi/lembaga vang berwenang.

Anggota Komisaris, Anggota Direksl dan setlap pegawai di lingkungan Perusahaan dilarang
menjadi Pelaku Usaha Terseleksi, Feserta/Calon Penyedia atau Penyedia di lingkungan
Parusahaan,

Pejabat struktural pada Unit Penyelenggara dan Pengguna atau pelaksana harian/pelaksana
tugas darl pejabat struktural tersebut menandatangani seluruh berita acara dan/atau dokumen
proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing.

Dalam hal pejabat struktural tertinggl padz Bagian dari Penyvelenggara bertindak sebagal
Pengouna di Kantor Cabang, maka penandatanganan seluruh berita acara dokumen proses
Pengadaan Barang dan Jasa sebagai Pengguna dilimpahkan kepada pejabat 1 {satu) tingkat di
bawahnya.

Dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa vang dilaksanakan oleh Lembaga Prafesional, maka
pelaksenaannya mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam peraturan khusus pada Lembaga
Profesional tersebut, atau Surat Keputusan Direksi ini apabila tidak ada ketentuan khusus pada
Lembaga Profesional tersebul,

Direksi Perusahaan melaporkan kepada Dewan Kamisaris Perusahaan mengenal proses dan hasil

Pengadaan Barang dan Jasa yang bersifat substansial (tidak rutin) dengan kriteria sebagai

berikiut :

a. Pengadaan Barang dan Jasa vang terkait denman penugasan Permerintah kepada
PT Pelabuhan Indonesia 1l (Persern) untuk melaksanakan Proyek Strategis Masional (P3N

b. Pengadzan Barang dan Jasa untuk kepentingan peningkatan pelayanan operasional yang
berdampak langsung secara signifikan kepada perusahaan dengan nilal di atas
Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Paryarmpaian dokumen terkait Pemilihan Penyedia dari Pengguna kepadz Penyelencaara atau
Penyedia dan Penyelenggara atau sebaliknya dapat secara manual maupun elektronik.

Penyelenggara berwenang menghentikan proses Pemilihan Penyedia vang sedang dilaksanakan
oleh Penyelenagara dan/atau Pengguna apabila dalam proses Pemilihan Penyedia diketahui
belum terpenuhinya aspek legalitas, maupun adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan
dalam proses pemilihan penyedia.

Dalam hal proses Pemilihan Penyedia dilakukan penundaan atas permintaan Pengguna,
Penyelenggara mengembalikan kepada Pengguna dokumen pengajuan permohonan Pemilihan
Penyedia yana telah diajukan oleh Pengguna.
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Dalam hal terjadi pelanggaran pelaksanaan Penoadan Barang dan Jasa di lingkungan Perusahaan
maka kepada Penvelenggara dan/atau Pengguna yang melakukan pelanggaran akan dikenakan
sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Perusahaan.

Dalam hal terjadi penggabungan Perusahaan dengan perusahaan lain maka Direksl dapat
menetapkan penggunaan peraturan pengadaan barang dan jasa lain untuk Pengadaan Barang
dan Jasa tertentu dan/atau di wilayah tertentu,

Dalam hal dibuat Addendum Kontrak, maka pihak yang berwenang menandatangani Addendum
Kontrak sebagaimana diatur sesuai dengan Kewenangan Penandatanganan Kantrak dalam Surat
Keputusan Ini adalah pihak vang menandatangani Kontrak awal, kecuali:

a, Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasl Perusahaan, pihak yang menandatangani
Addendum Kontrak adalah pihak yvang berwenang atas pekerjaan tersebut sebagaimana
diatur mengenai Kewenangan Penandatanganan Kontrak dalam Surat Keputusan ini
berdasarkan organisasi baru;

B, Dalam hal terjadi penggantian jabatan pihak yang menandatangani Kantrak awal, pihak yang
menandatangani Addendum Kontrak adalah pengganti dari pejabat lama tersebut,

¢,  Dalam hal adanya Peraturan Perusahaan yang mengatur lain mengenal kewenangan
penandatangan Kontrak.

Pasal 33
Ketentuan Peralihan

Proses Pemiilhan Penyedia vang diselenggarakan sebelurm berlakunya Surat Keputusan ini, tetap
berpedoman pada Surat Keputusan Direksl PT. Pelabuhan Indonesia Il (Persero} Nomor
HK.D1/1/3/1/ADP/UT/PLII-19 tanggal 1 Maret 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa
di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia |l (Persera) sampal dengan berakhimya Perjanjian
Fengadaan Barang dan Jasa.

Surat Perjanjian atau Surat Perintah Kerja (SPK) yang telsh ditandatangani berdasarkan Pedeman
Pengacaan Barang dan Jasa di Lingkungarn PT Pelabuhan Indonesia || (Persero) sebelum
berlakunya Surat Keputusan in, tetap berlaku sampal dengan berakhirnya Perjanjian Pengadaan
Barang dan Jasa.

Ketentuan sebagalmana dimaksud pada avat (1) dan (2), dikecualikan terhadap kewenangan
penandatangan Surat Parjanjian atau Surat Perintah Kerja (SPK) Tambahan (Addendum) yang
tunduk pada ketentuan Surat Keputusan Direksi ini, termasuk petunjuk teknis.

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Sistem Katalog Elektronik (£-Cafafogue)
dilaksanakan setelah sistem dinyatakan go-live vang dituangkan dalam berita acara

Pelaksanaan Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik melalui
Contract Management System (CMS) dilaksanakan satelan sistern dinyatakan go-five yang
dituangkan dalam berila acara,

Dengan berigkunya Surat Keputusan Dirgksi ini, maka:

a. Surat Keputusan Direksi PT  Pelabuhan Indonesia 1l (Persera) MNomor
HK.01/1/3/1/ADP/UT/PLLII-19 tanggal 1 Maret 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan
Jasa Di Lingkungan PT Pelabubhan Indonesia Il (Persero);

b. Surat Keputusan Direksi PT  Pelabuhan Indonesia |l (Persero)  Nomor
PD.O2/2012/1/ADR/UT/PIN19 tanggal 20 Desember 2019 tentang Standar Dokumen
Pengadaan Proses Pemilihan Penyedia untuk Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa
Konsultansi, Dan Jasa Lainnya Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesla || {Persero};

c. Surat Keputusan Direksi PT  Pelabuhan  Indenesia || (Persero) Nomor
PD.02/20/12/2/ ADP/UT/PLII-19 tanggal 20 Desember 2019 Tentang Tata Cara Fengadaan
Barang dan Jasa Secara Elektronik (e-Procurement) Melalul e-Tendering DI Lingkungan
PT Relabuhan Indonesia || (Persera),

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuall terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
katentuan ayat (13, (2) dan (3} Pas=al ini,
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Fasal 34
Ketentuan Penutup

Pengaturan lebih lanjut tentang pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (jika diperlukan), diatur
dalam bentuk Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Utama atas usul Direktur
Penvelengaoara.

Dalam hal terdapat kondisi Pengadaan Barang dan Jasa yang tidak dapat dilaksanakan secara
penuh menagunakan peraturan inl, maka Direksi dapat menetapkan keputusan khusus untuk
pelaksanaannya.

Surat Keputusan Direksi ini berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal
ditetapkan.

Dalam hal petunjuk teknis sebagalmana dimaksud pada ayat (1), belum ditetapkan sampai dengan
lhatas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka petunjuk teknis sebagaimana diatur
dalam Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indenesia |l (Persero) Nomor
HIK.O01/Y/3/1/ADR/UT/PLI-I9 tanggal 1 Maret 2019, tetap berlaku sepanjang tidak bertentang
clengan Surat Kepulusan Direksi Ink.

DITETAPKAN DI —JAKARTA
PADATANGRAL | B  Juni 2020

PT PELABUHAM INDONESIA || {(PERSERT)
DIREKTUR UTAMA

DIREKSI :
R Pelaouliar | nd nesia Il [Persers)
HhKARTA !

ARIFF SUHARTONO

Tembusan Yth.:
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Menteri Badan Usaha Milik Negara;

Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia || (Parsera);

Dirgksi PT Pelabuhan Indonesia |l (Persera};

Para Executive Vice President, Senior Vice President, dan Vice President;
Para General Manager DI Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia Il {Perserc),

AY AS AB A7 AB

| A~

qJIN %% Le

[






